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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .‘. Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..’.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau mono ftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍommah U U وْ 

 

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  fatḥahdanya Ai a dan i ي 

 fatḥahdanwau Au a dan u ......ْوْ 
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c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 

ى..َ...... ا..َ..  fatḥahdanalifatauya  ̅ 
a 

dangarisatas 

   Kasrahdanya ...ٍ..ى
i dangaris di 

bawah 

و....ُ  ḍommahdanwau  ̅ 
u dangaris 

di atas 

 

3. Ta Marbutah 

 Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah, danḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutahmati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama  dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 

 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata .ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 
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diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata 

sandang itu.  

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah 

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim, maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya 

huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 

kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak 

dipergunakan.  
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9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan 

Lektur Pendidikan Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Nama           : HABIB KHIRZIN 

Nim           :14 101 00008 

Judul          :Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor      

41 Tahun 2004 (Studi di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten 

Bungo Provinsi Jambi) 

 

 Dalam Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh nazir yang ditunjuk untuk 

mengadministrasi, mengelola, mengawasi dan melaporkan harta wakaf, tetapi Nazir 

mempergunakan tanah wakaf untuk keperluan pribadinya. Sedangkan tujuan wakif 

mewakafkan tanah diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Ini bertentangan sekali dengan 

perbuatan  nazir di desa Pulau Batu yang memepergunakan harta benda wakaf untuk 

keperluan pribadinya tentu tidak sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf 

dari wakif. 

Sehingga dengan itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan harta 

benda wakaf dilihat dari aspek pengadministrasian, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan. 

Dan faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya nazir dalam mengelola wakaf. 

Serta bagaimana tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan harta 

benda wakaf di desa Pulau Batu. 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulisan dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu 

gejala atau peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penulis menggunakan teknik 

Random Sampling dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai 

dengan permasalahan penelitian, peneliti mengadakan observasi dan wawancara. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala apa 

adanya di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan harta benda wakaf di desa Pulau 

Batu belum maksimal. Nazir tidak pernah melakukan administrasi yg baik, pengelolaan tanah 

wakaf juga banyak yang belum terkelola dengan baik, pengawasan harta benda wakaf hanya 

dilakukan oleh nazir dan masyarakat, sedangkan BWI dan KUA tidak pernah melakukan 

pengawasan, dan pelaporan harta benda wakaf tidak pernah dilakukan nazhir ke KUA. Faktor 

penyebabnya adalah dalam proses perwakafan di Desa Pulau Batu masih menganut tata cara 

Tradisional, nazir maupun masyarakat belum mengetahui dan memahami peraturan tentang 

wakaf secara baik dan benar, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau BWI 

terhadap peraturan tentang wakaf kepada nazir, tidak adanya pengawasan dan kurangnya 

pembinaan terhadap nazir, nazir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang aktif, 

Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk menyambung kehidupan di atas 

bumi ini dan mahalnya harga tanah di zaman modren sekarang. Tinjauan undang-undang 

nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf di desa Pulau Batu masih banyak 

terdapat kesalahan dan kekeliruan ditengah  masyarakat, dimana proses perwakafan masih 

menganut kebiasaan yang lama dan penuh dengan kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada 

seorang kiai, ustazd dan wali kampung sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap 

pengelolaan harta wakaf diantara  pemanfaatan tanah wakaf yang diserahkan kepada nazir 

dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Sedangkan dalam mengelola harta wakaf nazir 

diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat Islam. 

Wakaf telah berperan dalam dunia pendidikan, selain pembangunan sarana juga 

termasuk pembayaran gaji guru dan program beasiswa massal. Demikian pula 

bidang kesehatan, sosial, sarana Ibadah dan pembangunan infrastruktur seperti 

jembatan, sumur umum, kamar mandi dan sebagainya. Semua didanai dari dana 

wakaf. Kenyataan ini berlangsung dihampir semua negara Islam atau negara 

berpenduduk mayoritas muslim. Karena itu lembaga wakaf dan kesadaran untuk 

berwakaf perlu ditumbuhkan. Maka lembaga wakaf harus dikelola secara 

profesional, keimanan umat perlu ditingkatkan untuk berwakaf juga peraturan 

perundang-undangan yang mendukungnya perlu disiapkan.
1
 

Wakaf merupakan salah satu dari bentuk pemberian sebagian harta yang 

dimiliki oleh seseorang pada instansi atau sekelompok orang tertentu, yang pada 

saat ini sedang maraknya diperbincangkan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Hal ini setelah disahkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 

oleh pemerintah, namun sebagian masyarakat banyak kurang memahami tentang 

permasalahan wakaf tersebut. 

                                                           
1
Azhari Akmal Tarigan, Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Medan: IAIN 

Press, 2009), hlm. 27. 
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Untuk mengungkap permasalahan yang berkembang saat ini penulis 

merasa perlu menjelaskan tentang wakaf tersebut, dimana masih terdapat 

masyarakat yang kurang paham dengan perbedaan antara wakaf, zakat, infak dan 

lain-lain. Menurut arti bahasanya, wakaf berarti menahan atau mencegah, 

misalnya saya menahan diri dari perjalanan,
2
 sedangkan menurut istilah yakni: 

“Wakaf menurut syara’ adalah menahan zat (asal) benda dan mempergunakan 

hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya dijalan Allah”.
3
 

Dalam pengertian syara’ tersebut wakaf adalah sejenis pemberian yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilik) asal benda lalu 

menjadikannya berlaku umum, yang dimaksud dengan menahan (pemilik) asal 

benda ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, 

dihibahkan,dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah 

dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. 

Dari redaksi pengertian di atas penulis melihat bahwa tujuan dari wakaf 

ini adalah pemisahan harta benda wakaf untuk kemaslahatan umat seperti tempat 

ibadah, pendidikan dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam. 

Selanjutnya menurut jumhur ulama tentang pengertian wakaf, 

yakni:“Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang mungkin diambil  

manfaatnya (hasilnya) sedangkan bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf ini 

                                                           
 

2
M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Terjemahan Masykur, Dkk, (Jakarta: PT Lentera 

Basritama, 1996), cet. Ke-2, hlm. 635. 
 

3
Sayyi Sabiq, Fiqh Sunnah, (Multajam Araby: Darul Fikri, 1981), juz III, hlm.378. 
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hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda ini 

dimanfaatkan untuk kebaikan dalam rangka mendekati  diri kepada AllahSWT”.
4
 

Dalam hal syarat dari perwakafan itu menurut Drs. Sudarsono, SH 

menyatakan bahwa syarat dari wakaf itu ada tiga yakni: Tanjiz yang 

dimaksudnya adalah diberikan pada waktu ijab dan qabul, Imkan-Tamlik yang 

dimaksudnya adalah dapat diserahkan pada waktu itu juga dan yang terakhir 

adalah Ta’bid yang artinya untuk selama-lamanya atau tidak terbatas waktunya.
5
 

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 41 tahun2004 tentang wakaf 

Pasal 6 menyebutkan unsur-unsur wakaf yaitu:
6
 

1. Wakif 

2. Nazhir 

3. Harta benda wakaf 

4. Ikrar wakaf 

5. Peruntukan benda wakaf 

6. Jangka waktu wakaf 

 

Berdasarkan pasal diatas, penulis lebih menfokuskan pada pembahasan 

mengenai pengelolaan harta benda wakaf karena merupakan salah satu dari unsur 

wakaf yang sangat penting. Untuk itu perlu dikaji lebih jauh kedalam realita 

kehidupan masyarakat mengenai peruntukannya ini. 

                                                           
 

4
Wahbah Zuhailly, Al-Fiqh Islam Wa Adillafuhu, (Damaskus: Darul al-Fikr, 2007), cet. Ke-10 

hlm.271. 

 
5
Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 498. 

 
6
Depag RI, Undang-undang RI No. 41 tahun 2004, (Jakarta:Direktorat Jenderal Bimas 

Islam,2005), hlm. 5. 
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Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 Pasal 22 dan pasal 23 

dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda 

wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
7
 

a. Sarana dan kegiatan ibadah; 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 23 

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22, dilakukan oleh Wakif dalam pelaksanaan ikrar wakaf.Dalam hal Wakif tidak 

menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan 

harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 

Sedangkan defenisi nazhir dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 

tahun 2006 Pasal 1 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (5) dan 

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) yang tidak jauh berbeda 

menyatakan yakni; “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari 

wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.
8
 

Serta dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11: Nazhir 

mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

                                                           
 

7
Ibid., hlm. 14. 

 
8
Ibid, hlm. 3. 
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b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya, 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Jadi sudah jelaslah bagi penulis akan tujuan dari benda wakaf dan tugas 

dari seorang nazir dalam peruntukan harta benda wakaf tersebut. Dalam salah 

satu ayat dan pasal itu baik Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam 

maupun Undang-undang bahwa wakaf diperuntukan untuk keperluan ibadah dan 

kesejahteraan umum serta kewajiban nazirlah untuk mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukannya. 

Adapun penelitian yang akan penulis laksanakan adalah Pengelolaan 

tanah wakaf di Desa Pulau Batu. Dari data yang penulis dapat, Provinsi Jambi 

yang terdiri dari 11 Kabupaten salah satunya Kabupaten Bungo, Kabupaten 

Bungo yang terdiri dari 17 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Jujuhan 

Ilir. Kecamatan Jujuhan Ilir terdiri 7 Desa. 

1. Desa Aur Gading 

2. Desa Bukit Sari 

3. Desa Kuamang 

4. Desa Lubuk Tenam 

5. Desa Pulau Batu 

6. Desa Tapian Danto 

7. Desa Sari Mulya  

 

Penulis menitik beratkan  penelitian ini pada salah satu desa yaitu Pulau 

Batu. Penulis memilih Desa Pulau Batu karena salah satu desa yang memiliki 
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penduduk dan tempat ibadah yang  banyak dari desa yang lain yaitu 1 Masjid, 4 

Mushalla, 4 sekolah, 1 pasar, 2 tanah kuburan serta 1 lapangan bola kaki yang 

semuanya itu merupakan bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf.
9
 

Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Jujuhan Ilir tersebut penulis melakukan observasi ke lokasi tanah wakaf di Desa 

Pulau Batu tersebut mengenai pengelolaan harta benda wakaf. 

Pada observasi awal tanah wakaf di desa pulau batu keseluruhan 

berjumlah 12 tanah wakaf yang mana ada beberapa tanah wakaf yang tidak 

dikelola dengan baik dan ada juga yang tidak dikelola sama sekali. Ada sebuah 

Masjid Baiturrahman yang terletak di desa Pulau Batu dusun Kampung Tengah 

yang awalnya masjid tersebut seluas 800 m yang fungsinya untuk membangun 

mesjid dan lapangan mesjid untuk parkir, namun telah dibangun sebuah ruko 

diatas tanah wakaf tersebut. Sehingga halaman masjid semula untuk parkir motor 

jamaah, sekarang telah dipergunakan untuk bangunan ruko yang dibangun oleh 

nazir yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi nazir.
10

 

Selain itu sebuah tanah perkuburan di desa pulau batu kampung tebat 

yang mana tanah itu diwakafkan seorang masyarakat kurang lebih luasnya 3.000 

meter yang dikelola hanya sekitar 2.000 meter selebihnya 1000 meter ditanami 

sawit oleh ahli warisnya. Masyarakat dan nazir tidak memperdulikannya. Lain 

                                                           
9
Sumber Data Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan IlirKabupaten Bungo. 

 
10

Baijuri, Pimpinan Adat PulauBatu, WawancaraLangsung, PulauBatu, 25 Juni2018. 
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lagi dengan tanah wakaf perkuburan yang diwakafkan di Cempaka Putih yang 

sama sekali tidak dikelola seluas kurang lebih 1.300 meter, ada tiga atau empat 

kuburan yang terlihat disitu dan selebihnya telah menjadi semak-semak. 

Dari penjelasan diatas penulis melihat terjadinya ketimpangan dalam 

realita kehidupan masyarakat dengan ketentuan yang mengatur tentang 

perwakafan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan 

menjadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ”Pengelolaan Tanah Wakaf 

oleh Nazhir ditinjau dari Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 (Studi di 

Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi 

Jambi)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanhal hal yang dikemukakan diatas merupakan dasar dalam 

permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun permasalahan yang jadi 

topik adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf oleh nazir dilihat dari asfek-asfek 

pengadministrasian, pengelolaan pengembangan, pengawasan 

perlindungan dan pelaporan di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir 

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi? 

2. Apakah faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya pengelolaan tanah 

wakaf oleh nazir di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten 

Bungo Provinsi Jambi? 
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3. Bagaimana tinjauan Undang-undangNomor 41 Tahun 2004 terhadap 

pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di DesaPulau Batu Kecamatan Jujuhan 

Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan tanah wakaf oleh nazir dilihat 

dari asfek-asfek pengadministrasian, pengelolaan pengembangan, 

pengawasan perlindungan dan pelaporan di Desa Pulau Batu Kecamatan 

Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

2. Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya 

pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Pulau Batu Kecamatan 

Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

3.  Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Pulau Batu 

Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

(sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi khususnya penyelesaian sengketa 

tanah wakaf di Indonesia pada umumnya dan terutama di Desa Pulau Batu. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait yaitu: 
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a. Wakif sebagai orang yang mewakafkan hartanya yang bertujuan untuk 

kepentingan umum agar lebih berhati-hati dan teliti ketika mewakafkan 

hartanya. 

b. Nazir sebagai orang yang mengelola wakaf yang telah diserahi tanggung 

jawab oleh wakif agar lebih teliti dalam menjaga, mengelola dan 

mengembangkan harta wakaf supaya wakaf tetap terlaksana sesuai 

dengan tujuan wakaf. 

c. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam 

pencatatan harta yang diwakafkan supaya lebih jeli dalam mendata dan 

mengawasi harta yang diwakafkan dalam ruang lingkup wilayah yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

d. Masyarakat yang merasakan manfaat harta yang diwakafkan supaya 

lebih berperan aktif menyelidiki ketika harta yang diwakafkan 

terjadinya perubahan atau perombakan oleh pemerintah atau oknum-

oknum tertentu. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis 

membaginya dalam beberapa bagian, dengan perincian sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

sistematika penulisan. 
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Bab kedua, berisi tentang kajian teori yaitu, pengertian wakaf, dasar 

hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, objek wakaf, pengertian nazir, hak dan 

kewajiban nazir. 

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian 

terdiri dari, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, tehnik penjamin keabsahan data, dan tehnik analisis data. 

Bab keempat, merupakan yang menampilkan gambaran umum lokasi 

penelitian, hasil penelitian mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh nazir yang Di 

lihat dari unsur-unsurnya, dan apa faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya 

pengelolaan tanah wakaf tersebut, dan bagaimana undang-undang nomor 41 

tahun 2004 meninjau permasalahan tersebut.  

Bab kelima, maka penulis akan mengisinya dengan kesimpulan dari 

seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan 

dan juga saran-saran ataupun masukan atas pembahasan yang diungkapkan pada 

bab-bab sebelum ditarik dari benang merah yang bersifat umum. 
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 BAB II 

KAJIAN TEORI 

  

A. Pengertian Wakaf 

Pengertian wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab 

dalam bentuk mashdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi‟il waqafa yang 

bermakna memenjarakan, menghentikan, dan mewakafkan.
1
 

Dalam peristilahan syara‟, wakaf adalah sejenis pemberian yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan)  asal (tahbisul 

ashli), lalu menjadikan mamfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan 

(tahbisul ashli) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, 

digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, 

dan sejenisnya. Sedangkan cara pemamfaatannya adalah dengan 

menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tampa imbalan.
2
 

Sebelum membahas lebih jauh tentang perwakafan, maka penulis terlebih 

dahulu mengemukakan pengertian wakaf, baik dalam kitab-kitab fiqih maupun 

undang-undang. Pengertian wakaf dari kitab-kitab fiqih dapat dilihat dari dua 

segi, yaitu secara etimologi (bahasa) dan secara terminologi (istilah). Untuk lebih 

jelasnya berikut akan dikemukakan pengertian wakaf. 

                                                 
1
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta, Agustus 

1984), hlm. 249.  
2
 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab dan terjemahannya,( Jakarta: Lentera 

2011), hlm.635   

11 
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Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ahli fiqh yang 

mengemukakan pengertian wakaf. 

a. Menurut Wahbah az-Zuhaili 

3لغة الحبس عن التصرفلا الوقف فى
 

“Wakaf menurut bahasa adalah menahan harta untuk bertindak hukum 

(bertasarruf)”. 

b. Menurut Abu Luis al-Ma‟luf, wakaf secara bahasa yaitu: 

عىٓداَ لبئّب ٚ
4

 

Artinya: “Tahan lama dan berhenti”. 

c. Menurut Sayyid Sabiq   

دجغب -٠ذجظ  -ٚلفب أٞ دجظ   -٠مف  -مبي : ٚلف : اٌذجظ, ٠اٌٛلف فٝ اٌٍغخ
5

 

Artinya: “Wakaf menurut luqhat adalah “menahan” (دجظ) dikatakan 

waqafa- yaqifu- waqfan atau habasa- yahbisu- habsan 

(menahan). 

d. Dalam kitab I‟anatu at-Thalibin, wakaf secara bahasa yaitu: 

ذجظ٘ٛاٌٍغخ اٌ
6

 

Artinya: “Wakaf menurut bahasa adalah menahan”. 

                                                 
3
 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dan terjemahannya, Juz X, (Jakarta: 

Gema insani, 2011), hlm.269 
4
 Abu Luis al-Ma‟luf, al-Munjid Fi al-Lughah Wal-A‟lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 

hlm. 914 
5
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid III,  (Beirut: Dar al-Fikri, 1983),  hlm. 378 

6
 Abi Bakar al-Masyhuri dan al-Bakri bin Muhammad Syata‟ al-Dimiyati, I‟anatu at-

Thalibin, Juz III, (Mesir: Musthafa al-Halabi, tt,), hlm. 157 
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Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian wakaf secara bahasa, 

maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan, menghalangi, 

menghentikan. Kata waqaf ini semakna dengan habasa yang berarti menahan, 

yaitu menahan sesuatu di jalan Allah.  

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah yang dikemukakan oleh 

para ulama fiqh adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Mazhab Hanafi  

اٌخ١ش ٚاٌزظذق ثبإٌّفؼخ ػٍٝ جٙخ ,دىُ ٍِه اٌٛالفدجظ اٌؼ١ٓ ػٍٝ 
7

 

Artinya: “Wakaf adalah menahan materi benda dari hukum kepemilikan 

wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan”. 

b. Menurut Mazhab Syafi‟i 

 ِغ ثمبء ػ١ٕٗ ٠مطغ اٌزظشف فٝ سلجزٗ ِٓ ,٘ٛدجظ ِبي ٠ّىٓ الأزفبع ثٗ

 س٠ؼٗ ػٍٝ جٙخ ثش اٌٛالف ٚغ١شٖ ػٍٝ ِظشف ِجبح ِٛجٛد أٚثظشف 

رمشثب اٌٝ الله رؼبٌٝ ٚخ١ش 
8

 

Artinya: “Wakaf adalah menahan suatu benda yang bisa diambil 

manfaatnya (hasilnya) dengan tetap utuhnya barang dan 

barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan 

(wakif) serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan 

oleh agama dan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan 

dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT”. 

c. Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah: 

 كدراهم, , ولوكان مملوكا بأجرة, اوجعل غلتهةهو جعل المالك منفعة مملوك

 9بصٌغة, مدة ماٌراه المحبس لمستحق, 

                                                 
7
 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dan terjemahannya, Juz X, (Jakarta: 

Gema insani, 2011), hlm.269 
8
 Ibid, hlm. 274-275 

9
 Ibid, hlm. 275 
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Artinya: “Sipemilik harta menjadikan hartanya bisa dimanfaatkan baik 

berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang 

yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu 

sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif”.  

 

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, 

dapat diketahui bahwa wakaf menurut istilah adalah menahan harta di jalan 

Allah untuk kemaslahatan umat dan diambil manfaatnya.  

Dalam PP. No. 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 

dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran agama islam. Dan menurut Undang-undang No 41 tahun 

2004 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan juga wakaf adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut 

syariah.
10

 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya 

wakaf adalah menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan 

terhadap harta tersebut seperti menjual, mewariskan dan menghibahkannya. 

Setelah dijadikan harta wakaf untuk keperluan agama serta mendekatkan diri 

                                                 
10

 Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006 ), hlm. 108 
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kepada Allah SWT tidak bisa lagi dimiliki oleh pihak manapun baik secara 

individu ataupun kelompok. 

B. Dasar Hukum Wakaf 

Dasar hukum yang paling utama dalam Islam adalah Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah ibadah harus berdasarkan 

ketentuan yang ditemui di dalamnya termasuk ibadah wakaf. Di dalam Al-

Qur‟an ketentuan wakaf tidak dijelaskan secara tegas, namun para ulama 

memandang ada beberapa ayat yang menyuruh manusia untuk berbuat baik 

kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai landasan perwakafan. Ayat 

tersebut antara lain: 

a. Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi: 

                          

   11 

  Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta 

yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, 

sesungguhnya Allah mengetahuinya”. 

Pada Q.S. Ali Imran ayat 92 terdapat perkataan “Tunfiqqu mimma 

tuhibbun” (menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai) maksudnya 

ialah mewakafkan harta yang kamu cintai sebagaimana yang di terangkan 

hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, r.a. yang 

artinya:  

                                                 
11

 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2002), hlm. 63 
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“Dari Ibn Umar, bahwa Umar Ibn-Al-Khaththab mempunyai sebidang 

tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat 

tentang harta itu seraya berkata, wahai rasulullah! Sesungguhnya aku 

telah mendapat sebidang tanah seperti itu.‟ Rasulullah berkata, jika 

engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekah hasilnya.‟ Berkata 

Ibn Umar, maka Umar mewakafkan tanah itu dengan arti bahwa tanah 

itu tidak boleh dijual lagi, dihibahkan dan diwariskan, umur 

menyedekahkan hasil harta itu untuk orang kafir, kerabat, budak, 

untuk jalan Allah, orang terlantar, dan tamu, tidaklah berdosa orang 

yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian harta secara wajar 

atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan” (H.R. 

Bukhari dan Muslim) 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam Al-Qur‟an tidak 

disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat, tetapi para fuqaha 

menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga wakaf.
12

 

Al-Qasimi menafsirkan  :yang terdapat pada ayat 92 di atas yaitu اٌجش 

فٝ عج١ً الله  رٕفمٛا ٚ٘ٛصٛاثٗ ٚجٕزٗ ارا ٌٍؼٙذ دزٝ ٝالله عجذبٔٗ ٚ رؼبٌ ٌٓ رٕبي اٌجش

أِٛاٌىُ رذجْٛ اٜ رٙٛٚٔٗ ٠ٚؼججىُ ِٓ وشئُ ٝ ِّبرؼبٌ
13

 

Artinya: “Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaktian kepada Allah 

SWT. Yaitu berupa pahala dan surga yang telah ia janjikan 

hingga kamu menafkahkan pada jalan Allah apa-apa yang 

kamu sukai, artinya kamu kagumi dari hartamu yang paling 

mulia”. 

 

Sedangkan Muhammad Abduh menafsirkan (اٌجش) sebagai berikut: 

14له المرء اي ٌصٌبه وٌدركه الا اذا انفق مما ٌحب المراد هنا الذي لاٌنا  

                                                 
12

 Siah Khosyi‟ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di 

Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 24 
13

 Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi, Juz IV, (Dar al-Ahya al-Qutubi al-

Arayah), hlm. 889 
14

 Muhammad Rashid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 372 
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Artinya: “Al-Birru” yang dimaksud di sana adalah satu pahala yang tidak 

akan didapat oleh manusia, sebelum ia menafkahkan harta 

yang ia cintai”. 

b. Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi 

                         

                 

           15 

  Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan manutup mata terhadapnya. 

Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 
 

c. Surat  al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi: 

                    

                     

    16 

Artinya:  Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang 

harus mereka infakkan. Katakanlah, "harta apa saja yang kamu 

infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan". Dan kebaikan apa saja yang 
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kamu kerjakan, Maka sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya. 

d. Surat  al-Baqarah ayat 261-262 yang berbunyi 

                   

                           

 ,                     

                     

 17 

Artinya: Perumpamaan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 

adalah seperti dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh 

tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat 

gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, Dan Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak 

mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-

nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan 

penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. 

Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati. 

 

e. Surat al-Hadid ayat 7 yang berbunyi: 

                  

             18 
Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 

menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang 
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beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari 

hartanya memperoleh pahala yang besar. 

Demikian di antara beberapa ayat al-Qur‟an yang dijadikan landasan 

disyari‟atkan wakaf. Dalam ayat al-Qur‟an tersebut tidak ditemukan secara 

khusus menyebutkan tentang wakaf, tetapi yang ditemukan adalah 

memerintahkan untuk berbuat kebaikan dengan menafkahkan sebagian 

hartanya. Walaupun demikian para ulama menjadikannya sebagai sandaran 

dari perwakafan berdasarkan pemahaman dan tanda/ isyarat tentang hal itu. 

Di samping ayat Al-Qur‟an, di dalam Hadis pun ditemukan ketentuan-

ketentuan wakaf, di antaranya:   

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

غَ أَٔظََ  ِّ ُ عَ ٍْذَخَ أََّٔٗ ِٓ أثَِٟ طَ ِ ثْ ِٓ ػَجْذِ اللهَّ ْٓ إعِْذَبقَ ثْ بٌهٌِ ػَ َِ ًُ لبَيَ دَذَّصَِٕٟ  بػ١ِ َّ صَٕبَ إعِْ َٓ  دَذَّ ثْ

ُْٕٗ ٠مَُ  ُ ػَ َٟ اللهَّ بٌهٍِ سَضِ ِٗ  ٛيُ َِ اٌِ َٛ ِْ َْ أدََتَّ أَ وَب َٚ ذ٠ِٕخَِ ٔخَْلًا  َّ ٌْ ٍّٞ ثبِ ْٔظَبسِ ٍْذَخَ أوَْضشََ أَ َْ أثَُٛ طَ وَب

 ُ ِ طٍََّٝ اللهَّ َْ سَعُٛيُ اللهَّ وَب َٚ غْجِذِ  َّ ٌْ غْزمَْجٍِخََ ا ُِ وَبٔذَْ  َٚ ِٗ ث١َْشُدَبءَ  َُ ٠ذَْخٍُُٙبَ إ١ٌَِْ عٍََّ َٚ  ِٗ  ػ١ٍََْ

بءٍ ف١ِٙبَ  َِ  ْٓ ِِ ٠شَْشَةُ  ْٔضٌِذَْ َٚ ب أُ َّّ ْ ( ط١َِّتٍ فٍََ ب رذُِجُّٛ َّّ ِِ ْٕفمُِٛا  ٌْجشَِّ دَزَّٝ رُ ْٓ رَٕبٌَُٛا ا ٌَ( ََ   ََ لبَ

َ ٠مَُٛيُ  َّْ اللهَّ ِ إِ ٍْذَخَ فمَبَيَ ٠بَ سَعُٛيَ اللهَّ ْ ( أثَُٛ طَ ب رذُِجُّٛ َّّ ِِ ْٕفمُِٛا  ٌْجشَِّ دَزَّٝ رُ ْٓ رَٕبٌَُٛا ا ٌَ( ََ  َّْ إِ َٚ
اٌِٟ إٌَِ  َٛ ِْ ِ فضََؼْٙبَ ٠بَ سَعُٛيَ أدََتَّ أَ ْٕذَ اللهَّ رُخْشَ٘بَ ػِ َٚ ٘بَ  ِ أسَْجُٛ ثشَِّ بَ طَذَلخٌَ لِِلَّّ َّٙ إِٔ َٚ َّٟ ث١َْشُدَبءَ 

بيٌ  َِ بيٌ سَا٠خٌِ رٌَهَِ  َِ َُ ثخَْ رٌَهَِ  عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ طٍََّٝ اللهَّ ُ لبَيَ سَعُٛيُ اللهَّ ِ د١َْشُ أسََانَ اللهَّ سَا٠خٌِ  اللهَّ

 ِّ لذَْ عَ َٚ ِ ًُ ٠بَ سَعُٛيَ اللهَّ ٍْذَخَ أفَْؼَ َٓ لبَيَ أثَُٛ طَ ْْ رجَْؼٍََٙبَ فِٟ الْْلَْشَث١ِ إِِّٟٔ أسََٜ أَ َٚ ٍْذَ  ب لُ َِ ؼْذُ 

ٍْذَخَ فِٟ ٙبَ أثَُٛ طَ َّ ٗ فمَغََ ِّّ فِٟ ثَِٕٟ ػَ َٚ  ِٗ ُٓ ػُجبَدَحَ رٌَهَِ  ألَبَسِثِ حُ ثْ ْٚ سَ َٚ ُٓ ٠ُٛعُفَ  ِ ثْ لبَيَ ػَجْذُ اللهَّ

بيٌ سَاثخٌِ  َِ  ِ ُٓ ػَجْذِ اللهَّ ذُ ثْ َّّ ذَ ُِ صَٕبَ  بيٌ سَا٠خٌِ دَذَّ َِ بٌهٍِ  َِ ُٓ ٠ذ١ََْٝ لبَيَ لشََأْدُ ػٍََٝ  صَِٕٟ ٠ذ١ََْٝ ثْ دَذَّ

 ٍّٟ أثَُ َٚ  َْ ب ُْٕٗ لبَيَ فجََؼٍََٙبَ ٌذَِغَّ ُ ػَ َٟ اللهَّ ْٓ أَٔظٍَ سَضِ خَ ػَ َِ ب َّ ْٓ صُ ُّٞ لبَيَ دَذَّصَِٕٟ أثَِٟ ػَ ْٔظَبسِ  الَْْ

أَٔبَ ألَْ  ْٕٙبَ ش١َْئابَٚ ِِ  ٌِٟ ًْ ُْ ٠جَْؼَ ٌَ َٚ  ِٗ  19 شَةُ إ١ٌَِْ
 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata; Telah 

menceritakan kepadaku Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu 

Thalhah bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu 

'anhu berkata; Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling 
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al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992), Juz I, hlm.203-204 



20 

 

banyak pohon kurmanya. Dan harta yang paling ia sukai dari harta 

miliknya adalah Bairuha` (kebun) yang berhadapan dengan masjid. 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa masuk ke dalamnya untuk 

minum airnya yang jernih segar. ketika turun ayat: "Kamu sekali-

kali tidak akan mendapatkan kebajikan (yang sempurna) sebelum 

kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu 

Thalhah berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah 

berfirman: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 

cintai, dan harta yang paling aku sukai adalah Bairuha`, maka ia 

sekarang adalah sedekah bagi Allah 'azza wajalla. Dan aku 

mengharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Wahai 

Rasulullah, sekarang aturlah ia sesukamu." Maka Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam pun bersabda: "Amboi, itu adalah harta yang 

menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan! Aku telah 

mendengar apa yang telah kamu katakan, namun aku melihat 

sepertinya lebih baik itu engkau sedekahkan untuk kerabat-

kerabatmu." Lalu Abu Thalhah berkata; "Wahai Rasulullah, aku 

akan melakukannya." Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikan 

kepada kerabat dan anak-anak pamannya." 'Abdullah bin Yusuf 

dan Rauh bin 'Ubadah berkata; 'Itulah harta yang rabih 

(menguntungkan). Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya 

dia berkata; Aku membaca Hadits Malik dengan lafazh; 'Maal 

Rayih.' (harta yang menguntungkan). Telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari dia berkata; Telah 

menceritakan kepadaku Bapakku dari Tsumamah dari Anas 

radhiyallahu 'anhu berkata; 'Maka harta itu dibagikan kepada 

Hassan dan Ubay, dan akupun termasuk kerabat yang paling dekat 

dengannya namun dia tidak memberikannya kepadaku sedikit pun.' 

(HR. Bukhari). 

Berdasarkan hadis di atas, dapat juga dipahami bahwa wakaf boleh 

ditujukan kepada keluarga atau kerabat dan diutamakan yang kurang mampu. 

Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf ahli/ zurry. 

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 
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ػٓ أثٝ ٘ش٠شح سضٝ الله ػٕٗ لبي: اْ إٌجٝ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي: إرا ِبد اثٓ آدَ 

ٌٚذ طبٌخ ٠ذػٛ ٌٗ )سٚاٖ ػٍّٗ إلا ِٓ صلًس: طذلخ جبس٠خ أٚ ػٍُ ٠ٕزفغ ثٗ أٚ أمطغ 

ِغٍُ(
20

 

Artinya:”Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:”Bila 

manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: 

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shalih 

yang mendo‟akan orang tuanya”. (HR. Muslim)  

Di dalam hadis tersebut walaupun secara umum disebutkan adalah 

amal ja‟riyah namun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah wakaf, 

sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Syaukani dalam bukunya Nail 

Al-Authar.
21

 Para ulama menafsirkan shadaqah ja‟riyah di dalam hadis ini 

dengan wakaf. Selain itu shadaqah ja‟riyah juga diartikan dengan wakaf 

sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad al-Kahlani sebagai berikut:    

 22ذكره فى باب الوقف لانه فسر العلماء الصدقة الجارٌة بالوقف

“Disebutkannya di dalam bab wakaf karena sesungguhnya para ulama 

menafsirkan shadaqah ja‟riyah itu adalah wakaf”. 

Sedangkan maksud dari hadis di atas adalah apabila seorang manusia 

telah meninggal dunia maka terputuslah pahalanya, kecuali tiga hal yang tidak 

akan pernah putus dan hilang yaitu: diantaranya adalah shadaqah jariyyah, 

ilmu yang bermanfaat, dan anak yang oleh yang senantiasa mendo‟akan orang 
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tuanya. Sedekah jariyah adalah harta yang tahan lama atau lama dapat diambil 

manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti tanah, 

mendirikan masjid, sekolah, membuat saluran irigasi dan sebagainya. Wakaf 

ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pahala dari amal itu 

tidak akan terputus, meski orang yang berwakaf telah meninggal dunia. 

c. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar 

ٗ اسضب ثخ١جش فأرٝ ػٓ إثٓ ػّش سضٝ الله ػّٕٙب لبي: أطبة ػّش سضٝ الله ػٕ

إٌجٝ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠غزأِشٖ ف١ٙب, فمبي : ٠ب سعٛي الله , أٝ اطجذ اسضب ثخ١جش 

ٌُ أطت ِبلا لظ ٘ٛ أفظ ػٕذٜ ِٕٗ, فّب رأِشٔٝ ثٗ؟ فمبي سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ 

ٚعٍُ: اْ شئذ دجغذ اطٍٙب ٚرظذ لذ ثٙب. رظذق ثٙب ػّش : أٙب لا رجبع ٚلا رٛ٘ت 

سس ٚرظذق ثٙب فٝ اٌفمشاء ٚفٝ اٌمشثٝ ٚفٝ اٌشلبة ٚفٝ عج١ً الله ٚاثٓ اٌغج١ً ٚلا رٛ

ٚاٌض١ف لا جٕبح ػٍٝ ِٓ ١ٌٚٙب ٌٓ ٠أوً ِٕٙب ثبٌّؼشف ٠ٚطؼُ غ١ش ِزّٛي )ِزفك 

ػ١ٍٗ(
23

 

Artinya:”Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata:”Umar telah mendapatkan sebidang 

tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw, untuk minta 

pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya:”Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang 

saya belum pernah mendapat harta yang lebih berharga menurut 

pandangan saya dari padanya”. Rasulullah menjawab: jika engkau 

suka, tahanlah dan engkau sedekahkan hasilnya. Maka Umar 

mewakafkan manfaatnya, dengan tidak menjual pokoknya dengan 

tidak mewariskannya dan tidak boleh menjualnya dan tidak boleh 

pula diberikan kepada orang lain. Tanah itu dia wakafkan kepada 

orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, 

sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang 
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yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara 

yang ma‟ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu 

miliknya sendiri”. (HR. Bukhari-Muslim). 

Maksud dari hadis ini adalah bahwa Umar bin Khattab memiliki 

sebidang tanah di Khaibar, akan tetapi Umar sangat ingin mendermakan tanah 

itu, seperti yang telah disuruh oleh Rasulullah. Umar mendermakan dengan 

tidak menjual, menghibahkan dan mewariskannya. Akan tetapi ia 

mewakafkannya untuk keperluan fakir miskin, kepada keluarga terdekat 

memerdekakan hamba, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. 

Hadis yang dipraktekkan oleh Umar ini dikenal dengan wakaf khairi. 

Hal ini dapat diketahui bahwa Umar menyedekahkan hasil kebunnya kepada 

masyarakat umum termasuk juga keluarganya. Wakaf yang seperti ini menjadi 

landasan hukum bolehnya wakaf khairi.  

d. Hadis riwayat An-Nasa‟i 

سلم : ان المائه سهم التً لً : قال عمر للنبً صلى الله علٌه وعن ابن عمر قال 

ى بخٌبر لم أصب مالا قط أعجب ألً منها, قد أردت أن أتصدق بها, فقال النبً صل

24سبل ثمرتها )رواه النسائى(الله علٌه وسلم: احبس أصلها و
 

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW, saya mempunyai 

seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya 

dapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya 

bermaksud menyedekahkannya, Nabi SAW berkata: “tahanlah 

pokoknya dan sedekahkan buahnya pada jalan Allah”. (H.R. an-

Nasa‟i). 
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Maksud dari hadis ini adalah bahwa Umar mempunyai beberapa 

saham di Khaibar, dimana dari hasil saham Umar mendapatkan keuntungan 

dan merasa gembira dalam hal itu, akan tetapi Umar ingin menyedekahkan 

harta itu. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa tahanlah harta itu dan 

berikanlah manfaatnya kepada jalan Allah  SWT dan untuk kemaslahatan 

umat. 

Dengan memperhatikan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa 

amalan wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini. 

Amalan wakaf merupakan amalan yang besar pahalanya disisi Allah dan 

pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia. 

 

C. Unsur-unsur wakaf 

 Unsur yang dimaksud di sini adalah rukun wakaf. Dalam wakaf ada 

beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya. 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan: “wakaf 

dilaksanakan  dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; a) wakif, b) 

nazhir, c) harta benda wakaf, d) ikrar wakaf, e) peruntukan harta benda wakaf, 

dan f) jangka waktu wakaf. 

 Para ulama mujtahid sepakat, bahwa dalam peraktek wakaf diperlukan 

rukun dan syarat, karena rukun dan syarat wakaf ini merupakan unsur pokok 

dalam perwakafan. Dengan adanya rukun dan syarat wakaf ini akan 

menentukan sah atau tidaknya wakaf.  
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 Mengenai jumlah dari rukun wakaf, para ulama berbeda pendapat, 

agar lebih mudah dipahami, maka dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 

1. Pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama mengenai rukun wakaf 

adalah: 

قال جمهور: للوقف اركان اربعة : هً الوقف والموقوف والموقوف علٌه 

25والصغة
 

Artinya:  Menurut Jumhur rukun dari wakaf yaitu: orang berwakaf, benda 

yang diwakafkan, dan peruntukan benda wakaf dan shighat wakaf.  

2. Pendapat Hanafi mengenai rukun wakaf adalah sebagai berikut: 

: سوٓ اٌٛلف ٟ٘ اٌظ١غخ, ٟٚ٘ الٌْفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌٛلفاٌذٕف١خلبي 
26

 

Artinya: Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanyalah shighat 

(pernyataan siwakif) dan shighat itu adalah pernyataan yang 

berhubungan dengan wakaf. 

Bagi Hanafiyah rukun wakaf hanyalah sighat yaitu lafaz yang 

menunjukkan makna wakaf, sedangkan qabul tidak termasuk rukun, karena 

menurut mereka, aqad wakaf tidak bersifat mengikat. Artinya, apabila 

seseorang mengatakan: “saya wakafkan harta saya pada anda”, maka akad itu 

sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas manfaat itu.
27

 

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang wakaf 

juga menyebutkan unsur-unsur bagi yang akan melaksanakan wakaf. Seperti 

dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6 mengemukakan unsur-
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unsur wakaf sebagai berikut:
28

 wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, 

peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.  

Berdasarkan pendapat para ulama dan menurut peraturan perundang-

undangan di atas, bahwa dapat disimpulkan yang menjadi rukun wakaf 

adalah: wakif, nazhir, benda yang diwakafkan, peruntukan harta benda wakaf, 

shighat/ lafaz yang menunjukkan wakaf.  

Masing-masing dari rukun yang telah disebutkan sebelumnya juga 

mempunyai syarat tertentu, agar lebih mudah dipahami berikut diuraikan 

beberapa pendapat dari para ulama dan juga peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan wakaf sebagai berikut: 

1. Wakif  

Wakif adalah orang yang mendermakan sebagian hartanya untuk 

dimanfaatkan pada jalan Allah SWT, baik dalam bentuk benda bergerak atau 

tidak bergerak. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam merumuskan 

syarat-syarat wakif tersebut, antara lain: 

a. Menurut Wahbah az-Zuhaili
29

 

ان ٌكون الواقف حرا مالكا: فلا ٌصح وقف العبد: لانه لا ملك له, ولا ٌصح  ( ١

 وقف مال الغٌر ولا ٌصح وقف الغاصب المغضوب 
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(Bahwa orang yang berwakaf tersebut merdeka dan orang yang memiliki 

harta yang diwakafkan. Maka tidak sah wakaf seseorang budak karena ia 

tidak memiliki harta dan tidak sah mewakafkan harta orang lain dan tidak 

sah seorang perampas mewakafkan harta yang dirampasnya) 

وقف المعتوه:  العقل, ولا لا: فلا ٌصح وقف المجنون لانه فاقدان ٌكون عا ق( ٢

تل العقل بسبب مرض او كبر: لانه غٌر سلٌم خلانه ناقص العقل, ولا وقف م

 العقل: لانه كل تصرف ٌتطلب توافر العقل والتمٌٌز   

(Bahwa orang yang berwakaf tersebut berakal, maka tidak sah wakaf 

orang gila karena dia kehilangan akal dan tidak sah wakaf orang yang 

tidak sehat akal sebab sakit atau tua karena orang tersebut tidak berakal 

sehat, karena setiap perbuatan dituntut orang yang cukup akal dan 

cerdas). 

 

م غٌر ممٌز, لان ٌصح وقف الصبً, سواء كان ممٌز ا ان ٌكون بالغا : فلا( ٣  

 الخطورة التبرع.ال العقل, والبلوغ مظنة كم

(Bahwa orang yang berwakaf itu adalah baligh, maka tidak sah wakaf 

anak kecil, baik mumayyiz atau belum karena baligh merupakan tanda 

sempurnanya akal dan cakap terhadap hukum). 

 غفلة ولو بلولً.بسفه او فلس او ( ان ٌكون رشٌدا: غٌر محجور علٌه ٤

(Bahwa orang yang berwakaf tersebut cerdas tanpa dihalangi oleh 

kebangkrutan atau pailit atau lalai walaupun ada wali).  

b. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, syarat-syarat wakif sebagai berikut: 

1) Orang yang sah tindakannya adalah orang yang sempurna akalnya 
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ًِ ا١ٍ٘خ ِٓ اٌؼمً(ىْٛ وباْ ٠)  

2) Dewasa   (ٚاٌجٍٛؽ)  

3) Merdeka اٌذش٠خ) ) 

4) Tidak dipaksa ( ٚالاخز١بس ) 

5) Tidak diperlukan qabul dari yang menerima wakaf 

) اٌؼمذ اٌٝ لجٛي اٌّٛلٛف ػ١ٍٗ ٚلا ٠ذزبط فٝ) 
30

 

c. Didalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8 dijelaskan 

syarat dari wakif, sebagai berikut:
31

 

1) Pasal 7:  

a) Wakif meliputi:  

(1) Perseorangan 

(2) Organisasi 

(3) Badan hukum 

b) Pasal 8 

a) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

persyaratan: 

(1) Dewasa 

(2) Berakal sehat 

(3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan 

(4) Pemilik sah harta benda wakaf 

b) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf 

milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi 

yang bersangkutan. 

c) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda 
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wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar 

badan hukum yang bersangakutan. 

Berdasarkan pendapat ulama dan juga peraturan perundang-undangan 

yang menjelaskan tentang syarat-syarat wakif dapat disimpulkan bahwa wakaf 

menjadi sah apabila seorang wakif telah dewasa, sehat akalnya dan atas 

kemauan sendiri dan benda yang akan diwakafkan adalah milik wakif secara 

utuh.    

2. Syarat mauquf bih 

Mauquf bih adalah harta yang boleh diwakafkan oleh wakif yang 

memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bisa 

diambil manfaatnya bagi masyarakat banyak. Di antara syarat harta wakaf 

yang boleh diwakafkan adalah sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut: 

ٍىب ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ اشزشط وْٛ اٌّٛلٛف ِبلا ِزمِٛب, ِؼٍِٛب, ٍِّٛوب ٌٍٛالف ِ

خ١بس ف١ٗ.ربِب, اٞ لا
32

 

Artinya: Fuqaha‟ sepakat bahwa syarat benda yang diwakafkan itu 

hartanya bernilai, diketahui dan sepenuhnya milik wakif artinya 

tidak memiliki khiyar. 

b. Menurut pendapat Hanafiyah sebagai berikut: 

  اْ ٠ىْٛ اٌّٛلٛف ِبلا ِزمِٛب ػمبس( ١

(Benda yang diwakafkan itu haruslah bernilai dan tahan lama). 
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  ٍِٛباْ ٠ىْٛ اٌّٛلٛف ِؼ( ٢

(Benda yang diwakafkan tersebut haruslah diketahui) 

  اْ ٠ىْٛ اٌّٛلٛف ٍِّٛوب ٌٍٛالف د١ٓ ٚلفٗ ٍِىب ربِب( ٣

(Benda yang diwakafkan itu harus merupakan sepenuhnya milik siwakif 

ketika diwakafkan). 

صا.ِٚفش باْ ٠ىْٛ اٌّٛلٛف( ٤
33
  

(Benda yang diwakafkan itu harus terpisah dari benda lainnya). 

c. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada Bab II pasal 15, 

dinyatakan sebagai berikut:
34

 Harta benda wakaf hanya dapat 

diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. 

Berdasarkan pendapat yang dirumuskan oleh para ulama dan yang 

tercantum dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa harta yang 

diwakafkan harus mempunyai nilai, seutuhnya adalah milik wakif, jelas 

bentuknya, dan harta tersebut mampu bertahan lama. 

3. Mauquf „Alaihi 

Berdasarkan rumusan yang dikeluarkan oleh para ulama dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dirinci 

sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Wahbah az-Zuhaili, sebagai 

berikut: 
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شاٌّؼ١ٓ اٚ اٌّٛلٛف ػ١ٍٗ : اِب ِؼ١ٓ اٚ غ١شٖ, فب ٌّؼ١ٓ: اِب ٚادذ اٚ جّغ, ٚغ١

جٙخ: ِضً اٌفمشاء ٚاٌّجب٘ذ٠ٓ ٚاٌّغبجذ ٚاوؼجخ ٚاٌشثبط ٚاٌّذاسط ٚاٌضغٛس 

.ٚرىف١ٓ اٌّٛرٝ
35

 

Artinya: Maukuf „alaih (tempat berwakaf) adakalanya jelas atau tidak, 

maka apabila jelas adakalanya satu, dua, atau lebih, dan yang 

tidak jelas atau kegunaannya seperti untuk para faqir, para 

mujtahid, untuk masjid-masjid, untuk Ka‟bah, jembatan, sekolah, 

pelabuhan dan untuk mengkafani mayat. 
 

b. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Bab II pasal 4 dan 5 

menyebutkan bahwa, (4) Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda 

wakaf sesuai dengan fungsinya. (5) Wakaf berfungsi mewujudkan 

potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 

ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa mauquf „alaihi itu ada 

dua macam yaitu: 

1) Harus jelas (ِٓؼ١) adalah jelas kepada siapa diberikan harta wakaf 

tersebut. Maka apabila jelas adakalanya satu atau dua atau lebih. Dan 

pengelolaan dan pemanfataannya langsung dilakukan oleh orang yang 

bersangkutan. 

2) Tidak jelas (ٓغ١ش اٌّؼ١) dalam hal ini tidak jelas kepada siapa diberikan 

diserahkan, seperti, untuk faqir, para mujtahid, untuk masjid-masjid, 

untuk Ka‟bah, jembatan, dan lain sebagainya. 
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4. Shighat 

Shighat  adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang 

atau benda yang diwakafkan oleh wakif. Shighat ini dapat dilakukan dengan 

cara lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, maka hilanglah hak wakif 

kepada benda tersebut. Shighat ini lebih ditekankan kepada transaksi aqad 

antara orang yang berwakaf dengan mauquf „alaihi. 

Syarat-syarat dari shighat itu dapat dilihat berdasarkan uraian 

berikut: 

a. Malikiyah, Syafi‟iyah, dan sebagian Hanabilah, menyatakan sebagai 

berikut: 

اٌذٕبثٍٗ وٕب ارا وبْ اٌٛالف ػٍٝ  بفؼ١ٗ ٚثؼض, اٌشٚثؼذ اٌمجٛي ػٕذ اٌّب ٌى١خ 

ِؼ١ٓ اْ وبْ ا٘لً ٌٍمجٛي
36

 

Artinya: Qabul dari nazhir menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 

sebagian Hanabilah merupakan rukun wakaf bila ada 

orangnya dan jika ia sebagai penerimanya. 

b. Ulama Hanafiyah menyatakan: 

ٕذ اٌذٕف١ٗ ػٍٝ ػاِب لجٛي ِٓ اٌّٛلٛف ػ١ٍٗ ف١ٍظ سوٕب فٝ اٌٛلف  ٚاٌذٕف١خ

اٌّفزٝ
37

 

Artinya: Dan Hanafiyah menyatakan, adapun qabul dari mauquf „alaih 

bukanlah sebagian dari rukun wakaf. 

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 21 ayat 1 dan 3 

menyatakan sebagai berikut: 
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1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf 

2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a) Nama dan identitas wakif 

b) Nama dan identitas nazhir 

c) Data dan keterangan harta benda wakaf  

d) Peruntukkan harta benda wakaf 

e) Jangka waktu wakaf 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
38

 

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam peraturan 

perundangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan adanya shighat 

yang diucapkan oleh wakif, maka lepaslah hak wakif atas benda yang 

diwakafkannya. Dan benda itu menjadi milik Allah dan juga milik umat yang 

akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat sendiri. 

D. Macam-macam dan Objek Wakaf                                                                                                

a). Macam-macam wakaf 

   Para ulama membagi wakaf kepada beberapa bagian di antaranya: 

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili  
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اِب اٌٛلف الاٍٟ٘ اٚ اٌزسٞ: فٙٛ اٌزٞ ٠ٛلف فٟ اثزذاء الاِش ػٍٝ إٌفظ اٌٛلف اٚ اٞ 

صُ ػٍٝ  خ خ١ش٠خ وأْ ٠مف ػٍٝ ٔفغٗخش ٌجٙاشخبص ِؼ١ٕ١ٓ ٌٚٛ جؼً أشخض اٚ 

خ خ١ش٠خألادٖ صُ ِٓ ثؼذُ٘ ػٍٝ جٙ
39

 

Artinya: “Adapun wakaf ahli atau zurry adalah wakaf yang pada awalnya 

diwakafkan wakif untuk dirinya sendiri atau seseorang atau 

beberapa orang tertentu. Walaupun pada akhirnya ia 

memberikannya untuk keperluan yang baik seperti seseorang 

yang berwakaf untuk dirinya sendiri kemudian kepada anak-

anaknya kemudian sesudah mereka untuk keperluan kebaikan”. 

2. Menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah  

سٖ أٞ اٌز٠ٓ ٠غزذمْٛ اعزضّبوبْ ٍِه ٌٍّٛلٛف ػ١ٍُٙ, اٚلف اٌخبص ٚ٘ٛ ِب 

ٔفبعلإا
40

 

Artinya: “Wakaf ahli atau wakaf khusus adalah suatu harta yang menjadi 

milik bagi pihak yang menerima wakaf”. 

3. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-Sunnah mengemukakan 

macam-macam wakaf sebagai berikut: 

اء ٠ٚغّٝ شؼذُ٘ اٌفمثسة ِٚٓ بالال الْدفبد ٛلف اد١بٔب ٠ىْٛ اٌٛلف ػٍٝأٔٛاػٗ: ٚاٌ

اد١بٔب ٠ىْٛ اٌٛلف ػٍٝ اثٛاة اٌخ١ش اثزذاء ٠ٚغّٝ سٞ ٚالاٍ٘ٝ أٚ اٌز ٘زا ثبٌٛلف

ثبٌٛلف اٌخ١ش
41

 

Artinya: “Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan 

kemudian sesudah mereka itu orang-orang fakir miskin. Wakaf 

yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf zurry dan 

adakalanya diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata, wakaf 

yang demikian itu dinamakan wakaf khairi (kebajikan)”. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu 

dibagi kepada dua macam yaitu: pertama wakaf ahli atau zurry yaitu wakaf yang 

diperuntukkan untuk jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan 

syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selama-lamanya.
42

 Kedua 

wakaf khairi yaitu wakaf yang diberikan oleh wakif kepada maukuf „alaihi yang 

bertujuan untuk dapat dimanfaatkan bagi keperluan umum.
43

 Sedangkan di dalam 

defenisi lain, wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan 

agama (keagamaan) untuk kemaslahatan orang banyak.
44

 

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya 

yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia 

pada umumnya. Kepentingan umum itu dapat berupa jaminan sosial, pendidikan, 

kesehatan, pertanahan, keamanan maupun peribadatan dan lain-lainnya. 

Di dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih besar manfaatnya 

yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat dan dengan wakaf inilah 

sebenarnya yang sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Kalau dilihat dari segi 

manfaat dari wakaf khairi ini sangat besar sekali, sebab yang akan merasakan 

manfaatnya itu tidak tercakup kepada satu keluarga saja, melainkan dirasakan 

oleh semua orang tanpa batas. 
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Dalam wakaf khairi,
45

 wakif dapat juga mengambil manfaat dari harta 

yang diwakafkannya, seperti wakaf masjid, maka wakif boleh saja shalat di sana, 

atau mewakafkan sumur, maka wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. 

Wakaf khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, 

karena tidak terbatas pada satu orang/ kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya 

untuk orang banyak, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan.  

 

2. Objek Wakaf  

 Mengenai benda-benda yang dapat diwakafkan dalam hal ini Sayyid 

Sabiq mengemukakan: 

وٌصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتاب والسلاح والحٌوان 

46الانتفاع به مع بقاء عٌنه. ٌصح وقف كل ما ٌجوز بٌعه وٌجوز  وكذالك
 

“Sah mewakafkan benda yang tetap dan benda yang bisa dipindahkan seperti: 

perabotan rumah, mushaf (al-Qur‟an), kitab (buku), senjata, dan hewan dan 

juga sah apa yang boleh diperjual belikan dan yang bisa dimanfaatkan serta 

kekal zatnya”.  

  Menurut pendapat Abu Ishak dalam kitabnya Muhazzab, mengenai 

benda yang boleh diwakafkan adalah sebagai berikut: 

47كل عٌن ٌنتفع على الدوام كالعقار والحٌوان والأثاث والسلاح وز وقفوٌج
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“Harta yang boleh diwakafkan adalah setiap benda yang dapat diambil 

manfaatnya serta kekal zatnya seperti benda tetap, hewan, perabotan rumah 

dan senjata perang”. 

Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf   

1. Harta benda wakaf terdiri dari: 

a. Benda tidak bergerak 

b. Benda bergerak 

2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar 

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a 

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah  

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari‟ah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta 

benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam 

mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, 
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benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari‟ah dan perundang-

undangan yang berlaku. 

    Benda yang diwakafkan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan 

benda yang tidak berharga menurut syara‟, yakni benda yang tidak boleh 

diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda 

haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda 

yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas 

perbuatan tersebut. 

b. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. 

Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai 

sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak 

bergerak seperti, tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, 

kuburan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya.  

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad 

wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, 

seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya 

terhadap benda tertentu, misalnya separoh tanah yang dimiliki, dan lain 

sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta 

yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya.  
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d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap wakif 

ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seorang mewakafkan 

benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya 

akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah.
48

  

Berdasarkan rumusan yang dikeluarkan oleh para ulama dan yang 

tercantum dalam undang-undang, maka dapat disimpulkan, bahwa sah 

mewakafkan benda yang tetap dan benda bergerak, dengan syarat harta yang 

diwakafkan itu adalah harta yang mempunyai nilai, mempunyai daya tahan lama, 

harta yang diwakafkan harus jelas, dan seutuhnya milik wakif.   

E. NAZHIR WAKAF 

1. Pengertian Nazir dan Macam-macam Nazir 

  Nazir dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab “ ٔب  

 yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun ”ظش

istilah      “ إٌب ظش ” (nazhir) adalah isim fa‟il dari “ ٔظش ” yang kemudian 

diartikan pengawas (penjaga).
49

 

  Nazir adalah orang atau kelompok orang yang diserahi tugas 

memelihara dan mengurus benda wakaf.
50

 Dalam literatur fiqh, pengelola 

wakaf disebut dengan nazhir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, 
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atau juga disebut dengan mutawalli yang berarti pengelola, manajer, yang 

diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. Ini berarti ia adalah seorang dari 

manajer dari harta wakaf.
51

 

  Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

disebutkan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
52

 Nazhir 

sebagai pihak yang bertugas mengurus dan memelihara harta benda wakaf 

mempunyai kedudukan yang sangat penting karena berfungsi atau tidaknya 

sebuah harta benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif tergantung kepada 

nazhir itu sendiri. Walaupun nazhir menurut para mujtahid tidak termasuk 

rukun wakaf, tetapi dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 memasukkan 

nazhir sebagai salah satu unsur dari wakaf. Sehingga harta benda wakaf akan 

tetap terjaga dan terurus dengan adanya nazhir sebagai pemelihara harta benda 

wakaf. 

  Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf dengan 

baik dan professional, nazhir haruslah orang-orang yang memenuhi kriteria 

dan persyaratan nazhir baik secara fiqh maupun peraturan perundang-

undangan. Secara umum,  nazhir wakaf harus memiliki persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Syarat moral, diantaranya paham tentang hukum wakaf dan ZIS, jujur, 

amanah, tahan godaan, dan punya kecerdasan 
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b. Syarat manajemen, diantaranya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang 

baik dalam leadership, cerdas secara intelektual, professional dalam bidang 

pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas 

c. Syarat bisnis, diantaranya mempunyai pengalaman, dan punya ketajaman 

melihat peluang usaha.  

  Menurut pasal 9 Undang-undang Wakaf menyebutkan, nazhir 

meliputi; 

a. Perorangan, 

b. Organisasi; dan 

c. Badan hukum. 

 

  Untuk menjadi seorang nazhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, 

sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik. 

b. Memiliki kretivitas (dzu‟ra‟y). Ini didasarkan pada tindakan „Umar ketika 

menunjuk Hafshah menjadi Nazhir harta wakafnya. Ini karena Hafshah 

dianggap mempunyai kreativitas tersebut. 

  Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Nazhir dijelaskan dalam 

Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004: 

a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat 

menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan; 

1).Warga Negara Indonesia; 

2). Beragama Islam; 

3). Dewasa; 

4). Amanah; 

5). Mampu secara jasmani dan rohani; dan 

6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

b.Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat 

menjadi nazhir apabila memenuhi persayaratan: 

1).Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan  
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2).Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan /atau keagamaan Islam. 

c. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya 

 dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

1). Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan  

2). Badan hukum Imdonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

3). Badan hukum yang bersangkutan bergerak di budang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, dan /atau keagamaan Islam. 

 

2. Kewajiban  dan Hak Nazhir 

  Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 dijelaskan bahwa 

Nazhir mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda 

wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan 

fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta 

melaporkan pelaksananaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
53

 

a) Kewajiban Nazhir 

1) Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik telah diatur bahwa Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW), dan administrasi perwakafan diselenggarakan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan.  Peraturan tersebut hanya mengatur 
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mengenai pendaftaran harta benda wakaf tanah, belum mengatur 

pendaftaran harta benda wakaf bergerak seperti uang. 

Sebagai langkah kongkrit pemerintah dalam menertibkan 

administrasi perwakafan, telah disahkan Undang Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf. UU ini terdiri atas sebelas bab dan 71 

(tujuh puluh satu) pasal yang meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-

syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan 

pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan 

pengawasan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), ketentuan pidana 

dan ketentuan peralihan. 

Dalam BAB III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda 

wakaf yang termuat dalam pasal 32 sampai dengan pasal 39 sudah 

cukup rinci mengatur tentang tertib administrasi perwakafan. Hal ini 

diperjelas lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 

Dalam BAB IV Peraturan Pemerintah tersebut telah menjabarkan 

bagaimana tata cara pendaftaran harta benda wakaf, baik harta benda 

wakaf tidak bergerak maupun harta benda wakaf bergerak. Hal ini 

termuat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 
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Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berikut penjelasannya tentang tata cara 

pendaftaran harta benda wakaf. 

(a) Tata Cara Mengadministrasi Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak 

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah 

dilaksanakan berdasarkan MW atau APAIW.  

2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan 

persyaratan sebagai berikut:  

a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.  

b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak 

dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang 

diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang 

setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.  

c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi 

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan 

desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu. 

d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan 

keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.  
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e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak 

guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak 

pengelolaan atau hak milik.  

3. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau 

APAIW dengan tata cara sebagai berikut:  

a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi 

tanah wakaf atas nama Nazhir. 

b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 

keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih 

dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama 

Nazhir. 

c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari 

tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas 

nama Nazhir. 

d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas 

tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf 

b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat 

yang benvenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah 

wakaf atas nama Nazhir. 

e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, 

musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir. 
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f. Pejabat yang benvenang di bidang pertanahan kabupaten/kota 

setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku 

tanah dan sertifikatnya.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran wakaf tanah 

diatur dalam dala peraturan mentri setelah mendapat saran dan pertimbangan 

dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan. 

(b) Wakaf Benda Bergerak Selain Uang 
 

PPAIW mendaftarkan AIW dari:  

a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;  

b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau 

tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada 

BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka 

pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.  

Pasal 41 

(1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda 

bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat 

keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas 

pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.  

(2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda 

bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi 

atau bukti lainnya.  
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(3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti 

pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat 

pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui 

oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah 

setempat. 

Pasal 42 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda 

bergerak.selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan 

Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI. 

(c) Tata Cara Mengadministrasi Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa 

Uang 

Pasal 43 

(1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.  

(2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

2)  Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan 

fungsi dan peruntukannya 
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Pasal 42 Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 

Pasal 43 

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana 

dimaksud pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah .  

2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 dilakukan secara produktif. 

3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin maka digunakan lembaga 

penjamin syariah. 

Pasal 44 

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang 

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin 

tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 

2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta 

benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan 

peruntukannya yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 

 

3) Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf 

Pembinaan dan pengawasan harta benda wakaf terdapat pada Bab VIII UU. 

No 41 Tahun 2004 yaitu: Pasal 63 
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1. Mentri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. 

2. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana pada ayat 1 menteri 

mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. 

3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat 1 dan 2 dilakukan 

dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI. 

Pasal 64 

Dalam rangka pembinaan, menetri, BWI dapat melakukan kerjasama 

dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak 

lain yang dipandang perlu. 

 

 

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 

 Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam 

melaksanakan tugasnya. BWI berkedudukan di ibukota NKRI dan dapat 

membentukan perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai 

kebutuhan (pasal 47 dan 48), sehingga dengan adanya BWI disetiap 

provinsi atau kabupaten kota akan mempermudah  kinerja BWI dan Nazhir. 

Dalam hal ini Nazhir dalam melaksanakan semua tugas akan melaporkan 

langsung ke badan Wakaf Indonesia yang berkedudukan di kabupaten kota 

tempat Nazhir bertugas. 
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Kewajiban dan hak-hak nazir juga diatur dalam Pasal 220 Kompilasi 

Hukum Islam dan pasal 7 PP No. 28 Tahun 1977 sebagai berikut: 

a. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan 

wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuanya 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. 

b. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang 

menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yaang dimaksud dalam ayat (1) 

kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan 

tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 

c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan Menteri Agama. 

  Dalam kaitan wakaf benda bergerak berupa uang, Pasal 55 PP Nomor 

42 Tahun 2006 Pasal 25 mengatur: LKS-PWU bertugas: 

a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS-PWU; 

b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang; 

c. Menerima secara tunai wakaf yang dari wakif atas nama nazhir; 

d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi‟ah) atas nama 

nazhir yang ditunjuk wakif; 

e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis 

dalam formulir pernyataan kehendak  wakif; 

f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut 

kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang 

ditunjuk oleh wakif; dan 

g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir. 

 

  Selanjutnya dalam hal wakif mewakafkan uangnya dalam jangka 

waktu tertentu, maka pada saat jatuh tempo atas jangka waktu wakafnya 

berakhir, maka nazir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada 

wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. 

 b) Hak Nazhir   

 Pada Pasal 222 KHI dan Pasal 8 PP No. 28/1977 dinyatakan: “Nazhir berhak 

mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan 
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berdasarkan kekayaan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan  setempat”. 

  Soal hak nazir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak mengaturnya secara rinci namun 

hanya secara umum sebagaimana dalam Pasal 12: 

“Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir 

dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 persen”. 

 

  Berdasarkan persyaratan di atas, nampaklah bahwa nazir mempunyai 

peranan penting dalam perwakafan. Sehingga harta wakaf bisa dapat terjaga 

dan kekal sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang 

nazir memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia 

dengan syarat nazir yang berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hokum 

haruslah terdaftar. Sebagai balas jasa terhadap kinerjanya, nazir mendapatkan 

imbalan sebanyak 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, 

dengan adanya imbalan/gaji tersebut menjadikan pendorong supaya nazir bisa 

bekerja dengan sebaik-baiknya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 

bulan Januari 2019. Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten 

Bungo Provinsi Jambi. Kemudian meneliti langsung kelapangan setelah adanya 

keluar surat Research dari Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan untuk diberikan kepada Kepala Desa dan KUA untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan peneliti.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi 

dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan 

fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan explorasi. 

Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif 

merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. 

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya 

deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses 

maknanya. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala 
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yang ada pada saat penelitian. Dan metode ekplorasi adalah bahwa pengamatan 

dapat dilakukan dengan kontak visual dan fisik dengan kondisi permukaan/ 

bawah permukaan, terhadap yang dicari, serta dapat berhubungan langsung 

dengan fakta-fakta dari hasil pengamatan lapangan. Oleh karena itu data 

sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dan explorasi. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.
74

 Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri  adalah: 

1) Sumber Data Primer 

  Data primer yaitu dari semua informasi yang penulis dapatkan di    

lapangan terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Sumber data primer 

adalah data dari Nazir, Wakif, KUA  yang diperoleh langsung dari Desa Pulau 

Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh 

tidak langsung dari subjek penelitian.
75

 Sumber Data sekunder sebagai 

pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang 
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Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 

166.  
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berkaitan dengan wakaf, undang-undang, al-Qur’an dan bahan pelengkap 

lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, 

tehnik yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
76

 Observasi yaitu penulis 

mengamati dan mencatat data  langsung dari perwakafan yang ada di Desa 

Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo. 

2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara 

merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi yang 

bertujuan memperoleh data mengenai masalah di atas.
77

 Metode wawancara 

ini penulis tunjukkan terutama Nazir, Wakif, Pengawai KUA , dan tokoh 

masyarakat. 

3. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari berbagai fakta tertulis maupun 

tidak tertulis dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 
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Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, 

cenderamata, laporan artefak, dan foto. 

E.  Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi yang dimaksudkan untuk melihat 

konsistensi data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan.  

Penggunaan tehnik triangulasi dilakukan dengan metode wawancara, 

observasi, dan survei. Agar informasi yang didapat diketahui kebenarannya dan 

tidak diragukan apabila informasi ketika si peneliti melakukan penelitian agar 

tidak diragukan kebenarannya. Tehnik pengumpulan data triangulasi tidak boleh 

didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan 

data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan 

tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan dokumen tertulis atau 

majalah beserta koran, arsif, dokumen sejarah, catatan resmidan lainnya
78

 

F. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.
79

 Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang 
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terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, 

dokumentasi, dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari 

secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan 

mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. 

Pada penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya 

adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang dioleh kemudian 

dianilisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, 

karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna 

untuk penyelesaian masalah penelitian. 

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu: 

1. Data-data yang diperoleh dari Nazir, Wakif dan KUA di Desa Pulau Batu 

Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo dari hasil wawancara.
80

 

2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dinalisis dan ditelaah untuk 

dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang 

sama dari suatu sumber dengan sumber lain. 

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi 

teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji 

teori yang baru muncul dari data. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN   

 

A. Kondisi monografi di Desa Pulau Batu 

1. Keadaan Geografis 

Kecamatan Jujuhan Ilir merupakan salah satu dari kecamatan yang 

terletak di kabupaten Bungo, Jujuhan Ilir  yang terdiri dari tujuh desa. Yaitu 

sebagai berikut :
82

 

a. Aur Gading 

b. Bukit Sari 

c. Kuamang 

d. Lubuk Tenam 

e. Pulau Batu 

f. Sari Mulya 

g. Tepian Danto 

Adapun luas Kecamatan Jujuhan Ilir adalah 4.659,00 km² dengan 

Ketinggian daratan Desa Pulau Batu 15-20 meter dari permukaan laut. Desa 

Pulau Batu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir. Adapun 

batasan Desa Pulau Batu adalah: 

a. Sebelah Utara dibatasi dengan Sungai Batang Hari Kampung Kuamang 

b. Sebelah Selatan dibatasi dengan Desa Jumbak 

c. Sebelah Barat dibatasi dengan Desa Tukum 
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d. Sebelah Timur dibatasi dengan sungai Jujuhan Desa Tran Kampung Jawa 

Iklim berkisar antara 28,50º -31,5º c pada siang hari, dan antara 24,6º-

25,5º c pada malam hari. Daerah ini memiliki curah hujan kira-kira 306 

mm/tahun.  

2. Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Jujuhan Ilir 21.986 jiwa dengan 7.992 

KK. Desa Pulau Batu termasuk desa yang memiliki populasi penduduk cukup 

banyak yaitu 610 jiwa, yaitu laki-laki sekitar 250 jiwa dan perempuan 355 

jiwa dari  205 KK.
83

 

3. Ekonomi atau Mata Pencaharian 

Pelaksanaan untuk mata pencaharian di berbagai sektor perekonomian 

sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Pulau Batu. Hal ini ditandai dengan 

tidak adanya hambatan yang berarti terhadap aktivitas perekonomian 

penduduk. Penduduk masih ada yang mengandalkan sektor perkebunan 

sebagai mata pencaharian. Hal tersebut di atas bisa dilihat dari luasnya kebun 

karet, banyaknya pemilik kebun sawit dan hasil panen yang mereka peroleh. 

Desa Pulau Batu merupakan daerah penghasil karet dan sawit. Kebun-kebun 

membentang dengan persediaan air yang mengalir sepanjang tahun dari 

sungai-sungai besar maupun dari sungai-sungai kecil. Perkebunan merupakan 
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andalan penopang kehidupan masyarakat di samping sungai-sungai yang 

menghasilkan material bahan bangunan, pasir dan batu.
84

 

Beberapa masyarakat juga ada yang bekerja sebagai PNS (Pengawai 

Negeri Sipil), Pegawai Swasta, Pedagang dan Pengusaha. 

Demikianlah gambaran mata pencaharian masyarakat di Desa Pulau 

Batu yang meliputi profesinya sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil 

dan pegawai swasta. Secara keseluruhan profesi tersebut membawa pengaruh 

kepada kondisi sosial, pola pikir, dan pola tindakan serta kebiasaan 

masyarakat. Melihat keanekaragaman mata pencaharian tersebut, kiranya 

dapat dimengerti bahwa aspek ekonomi masyarakat Desa Pulau Batu 

tergolong kepada masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Semua bentuk 

tersebut di atas sudah membaur dalam kehidupan masyarakat Desa Pulau 

Batu. 

4. Tingkat Pendidikan 

Untuk mempersiapkan kader pemimpin di masa depan perlu diadakan 

pembinaan terhadap generasi muda, karena mereka penerus dari generasi 

sebelumnya. Pembinaan terhadap generasi ini dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal dan informal.
85

 

Pendidikan masyarakat di Desa Pulau Batu sudah mulai berkembang 

semenjak tahun 90-an, karena dahulunya Desa ini terpencil. Namun akhir-
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akhir ini sudah banyak bermunculan sekolah-sekolah di Desa Pulau Batu, 

mulai tingkat TK, SD, dan SLTP. Di samping pendidikan formal yang tetap 

berjalan sesuai dengan perkembangannya, namun pendidikan informal juga 

tetap berjalan, ditandai dengan adanya tersebar TPA/TPSA/MDA yang ada 

disetiap masjid dan mushalla di Desa Pulau Batu.
86

 

Pendidikan agama mendapatkan prioritas utama dengan adanya 

bangunan masjid dan mushalla yang ada di Desa Pulau Batu. Hal ini didukung 

dengan semangat masyarakat yang mendatangkan guru privat mengaji ke 

rumah-rumah mereka. Sehingga dinamika pendidikan agama tidak hanya 

terlihat di rumah ibadah saja, melainkan juga di rumah tempat tinggalnya. 

5. Kehidupan Beragama 

Apabila ditinjau dari aspek kehidupan agama, masyarakat semuanya 

menganut agama Islam. Dalam pelaksanaan ibadah pada umumnya 

masyarakat di Desa Pulau Batu penganut yang taat. Hal tersebut terbukti 

dengan maraknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Bentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh mereka seperti shalat berjama’ah, 

wirid mingguan, majelis ta’lim bagi ibu-ibu, dan melaksanakan berbagai 

kegiatan pada bulan Ramadhan seperti pesantren ramadhan, tadarrus, 

menghidupkan malam-malam pada bulan tersebut dengan shalat terawih, 

witir, ceramah agama yang dilakukan di masjid dan mushalla yang ada.
87
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Kemudian juga dalam memperingati hari-hari besar Islam seperti 1 

Muharram, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzul Qur’an. Hal ini membuktikan 

bahwa masyarakat Desa Pulau Batu sangat antusias terhadap masalah 

keagamaan.  

Adapun tempat kegiatan keagamaan yang banyak dipakai adalah 

sarana ibadah, banyaknya sarana ibadah melambangkan bahwa daerah 

tersebut mempunyai rasa keagamaan yang kuat. Bangunan ibadah yang 

digunakan adalah masjid dan mushalla. 

B. Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazir di Desa Pulau Batu Dilihat Dari 

Aspek-Aspeknya  

Dalam pengelolaan tanah wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 

2004 ada beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan. Dan telah dicantumkan 

dalam pasal 11 yaitu pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, 

mengawasi dan melindungi, dan melaporkan. 

1. Pengadministrasian Tanah Wakaf di Desa Pulau Batu 

Untuk mencapai tertib hukum dalam perwakafan, harta benda wakaf 

harus diadministrasikan. Adapun pengertian administrasi harta benda 

wakaf adalah serangkaian kegiatan pendataan, penataan, pengelolaan, 

penginventarisir, penertiban administrasi terhadap harta benda yang 

dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Namun di Desa Pulau Batu 

pengadministrasian harta benda wakaf belum terlaksanakan dengan baik. 
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Seperti kebiasaan masyarakat disana seorang wakif hanya menyerahkan 

harta wakaf kepada seorang nazir dengan kepercayaan saja.  

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Pulau Batu mengatakan bahwa 

tanah wakaf yang ada di Desa Pulau Batu semuanya berjumlah 12 tanah 

wakaf, diantara semua tanah wakaf itu belum ada satupun yang 

teradministrasi dengan baik. Karena masyarakat sudah mengamanahkan 

harta benda wakaf kepada nazir. Artinya pemilik harta melepas hak 

kepemilikannya dari hartanya tersebut dan tidak boleh ada campur tangan 

dari pemilik tanah, sedangkan nazir tidak mendapatkan sosialisasi 

mengenai pengadministrasian harta benda wakaf dari KUA setempat.
88

  

Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Jujuhan Ilir mengatakan 

bahwa tanah wakaf Desa Pulau Batu belum ada yang diadministrasikan 

atau disertifikatkan karena wakif tidak pernah datang ke KUA untuk 

melaporkan harta benda wakaf . Namun sekarang ada tiga tanah wakaf 

yang sudah diadministrasikan ke KUA karena ada program persertifikasian 

harta benda wakaf gratis dari pemerintah. Dan sekarang dalam proses 

hukum.
89

 

Wawancara dengan Bapak Zuber mengatakan bahwa dalam hal 

pengadministrasian harta benda wakaf dilakukan sesuai kebiasaan yang ada 
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dalam masyarakat yaitu diserahkan kepada nazir kemudian nazir akan 

mengelolah harta tersebut dan hasilnya akan diberikan kepada orang yang 

membutuhkan bukan kepada pemilik tanah.
90

 

Wawancara dengan Bapak Fuadi mengatakan bahwa 

pengadministrasian harta benda wakaf tidak pernah disosialisasikan ke 

desa-desa sehingga sangat minim sumber daya seorang nazir disana. Dalam  

pengadministrasi harta benda wakaf dilakukan seperti dulu yaitu 

diserahkan seorang wakif kepada nazir yang ditunjuk kemudian nazir 

mengumumkan kepada masyarakat.
91

 

2. Pengelolaan Dan Pengembangan harta Wakaf di Desa Pulau Batu 

Suatu kebiasaan dalam masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian 

hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap 

tokoh, seperti kyai, ulama, ustadz, pengurus masjid dan lain sebagainya. 

Orang yang ingin mewakafkan harta kurang tahu persis kemampuan yang 

dimiliki oleh tokoh tersebut.  

Begitu juga yang terjadi di Desa Pulau Batu mengenai wakaf secara 

umum ataupun wakaf tunai, kebanyakan masyarakat mempercayakan 

penuh harta yang diwakafkan kepada nazir. Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan dibeberapa tanah wakaf yaitu masjid dan dua tanah 
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perkuburan, penulis mendapatkan informasi bahwa pengelolaan wakaf 

belum terkelola dengan baik dan ada juga yang tidak dikelola sama sekali. 

Tanah wakaf yang dikelola tidak baik itu adalah sebuah tanah yang semula 

diwakafkan untuk pembangunan mesjid dan lapangan parkir untuk jamaah 

sholat, namun saat ini terlihat sebuah ruko yang dibangun nazir diatas tanah 

wakaf tersebut tepat disamping masjid baiturrahman yang telah di bangun 

Sehingga terlihat parkir mesjid yang sangat sempit. Dan ada juga tanah 

wakaf di desa Pulau Batu yang tidak dikelolah dengan baik yaitu tanah 

yang luasnya kurang lebih 3.000 meter untuk tempat pemakaman umum, 

namun saat ini seluas 1.000 meter disekitar tanah wakaf telah ditanami 

pohon sawit yang menurut masyarakat adalah menjadi milik ahli waris 

pewakif. Dan kemudian ada juga tanah wakaf perkuburan yang sama sekali 

tidak dikelola dan telah menjadi semak-semak karena tidak pernah 

diperhatikan oleh nazir. Pengelolaan beberapa harta benda wakaf yang ada 

di desa Pulau batu ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara 

peruntukan tanah wakaf dengan pengelolaan tanah wakaf.
92

 

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ada yang sudah 

dilaksanakan dan ada juga yang belum terlaksanakan, salah satu contoh 

tanah wakaf yang sudah dikelolah adalah pasar rakyat yang ada di Desa 
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Pulau Batu, ada lapangan bola kaki, juga musholah. Namun ada juga yang 

belum dikelola dengan baik yaitu perkuburan yang ada di Desa Pulau batu, 

salah satu lokasi tanah perkuburan tidak dikelolah karena tidak ada akses 

jalan menuju tanah wakaf tersebut.
93

 

 Wawancara dengan Bapak Baijuri mengatakan bahwa “ ya kalau 

wakaf dikampung ini hanyalah sebatas kepercayaan saja contohnya seperti 

sekarang ini, ini tanah diwakafkan untuk membuat tanah lapang, itu kalau 

dia itu tokoh masyarakat atau orang terdekat yang mewakafkan tanah itu ya 

kami percayalah. Ya masyarakat percaya sama dia, tidak ada yang 

disaksikan pegawai KUA, jadi wakaf ini percaya sama percaya sajalah. 

Dan rata-rata tanah wakaf yang ada di tanah kampung ini semua wakifnya 

sudah meningggal, dan ada juga yang mengelolanya ahli warisnya dan jika 

tidak ada ahli warisnya diserahkan kepada pemerintahan desa”.
94

 

Wawancara Bapak Rudi mengatakan bahwa pengelolaan dan 

pengembangan tanah wakaf di Desa Pulau Batu tidak maksimal, karena ada 

beberapa tanah wakaf yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. 

Salah satunya ada sebuah tanah wakaf untuk pembangunan mesjid seluas 

800 meter dan untuk pembangunan lapangan parkir. Namun mesjid yang 

dibangun tidak sesuai dengan peruntukannya dan bahkan saat ini ada 
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sebuah ruko yang dibangun seorang nazir di atas tanah wakaf tersebut. Ada 

juga tanah kuburan yang ada di Desa Pulau Batu sudah ditanami kebun 

sawit oleh ahli warisnya, sehingga masyarakat sendiri sangat geram dengan 

perlakuan nazir.
95

  

3. Pengawasan/ Perlindungan Harta Benda Wakaf di Desa Pulau Batu 

Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf di desa Pulau Batu 

tidak pernah dilakukan oleh pemerintah baik menteri BWI ataupun KUA 

setempat sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan juga tidak 

ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat desa Pulau 

Batu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap harta benda 

wakaf. Namun nazir dan masyarakat desa Pulau Batu tetap aktif dalam 

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang ada, hal ini terlihat 

adanya laporan-laporan dari masyarakat kepada kepala desa tentang tanah 

wakaf tersebut walaupun sampai sekarang belum ada tindakan khusus 

untuk melindungi dan mengawasi tanah wakaf itu. 

Wawancara dengan Bapak Zuber mengatakan bahwa dalam 

mengawasi harta benda wakaf hanya dilakukan oleh nazir, dan masyarakat, 

sedangkan pemerintah tidak pernah ikut dalam mengawasi harta benda 

wakaf.
96
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Wawancara dengan Bapak Arkan Hayat mengatakan bahwa 

pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf tidak rutin dilakukan 

nazhir, terkadang diperiksa sekali setahun dan bahkan tidak sama sekali 

dalam beberapa tahun. Masyarakat akhirnya yang mengawasi dan 

memperbaiki beberapa tempat harta benda wakaf.
97

 

Wawancara dengan bapak Usman mengatakan bahwa dalam 

melakukan pengawasan dan perlindungan kami selaku pemerintahan desa 

turut ikut andil dalam hal tersebut, tapi kita lakukan hanya sekali setahun 

atau jika ada laporan dari masyarakat maka kami dan nazhir akan langsung 

melakukan pemeriksaan harta benda wakaf, dan perlindungan terhadap 

harta benda wakaf memang saat ini belum ada peraturan khusus tentang itu 

tapi kami sepakat bersama masyarakat akan terus melindungi dan menjaga 

semua harta benda wakaf.
98

 

Wawancara dengan bapak kepala KUA mengatakan tidak pernah 

melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf yang 

ada di desa Pulau Batu, walaupun pihak KUA mengetahui adanya tanah 

wakaf disana tapi karena tidak ada pelaporan dari nazir kepada KUA 

sehingga KUA tidak bisa mengawasi langsung tanah wakaf tersebut.
99
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4. Pelaporan Harta Benda Wakaf di Desa Pulau Batu 

Pelaporan harta benda wakaf di desa Pulau Batu tidak pernah 

dilaksanakan nazir kepada Badan Wakif Indonesia atau pemerintah terkait, 

namun setiap tanah wakaf yang ada di desa Pulau Batu dilaporkan ke 

kepala desa dan masyarakat saja, hal ini karena beberapa nazir masih 

menganut kebiasaan masyarakat yang turun temurun yaitu sejak dahulu 

tidak pernah melakukan pelaporan kepada pemerintah berwenang tentang 

harta benda wakaf namun sekedar pemberitahuan kepada kepala desa dan 

masyarakat. 

Arkan Hayat mengatakan bahwa pelaporan pelaksanaan tugas memang 

belum pernah dilakukan oleh Nazir, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

waktu, dan juga terdapat perbedaan pendapat dalam internal nazir dalam 

mengelola dan mengurusi harta benda wakaf, serta tidak adanya binaan 

dari Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 

dan/atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada nazir.
100

 

Zuber mengatakan tidak pernah nazir melapor secara berkala kepada 

Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia ataupun ke KUA mengenai 

kegiatan perwakafan di desa Pulau Batu.
101
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Basyarudin mengatakan bahwa nazir tidak pernah melaporkan harta 

benda wakaf yang ada di desa Pulau Batu ke KUA Jujuhan Ilir, tapi saat ini 

ada program penyertifikatan gratis dari pemerintah terhadap tiga harta 

benda wakaf setiap desa dan Nazir sudah melaporkan ke KUA tiga harta 

benda wakaf tersebut.
102

 

C. Faktor Yang Penyebab Kurang Maksimalnya Pengelolaan Tanah Wakaf 

Oleh Nazir Di Desa Pulau Batu 

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama salah seorang nazir 

wakaf, bahwa sampai sekarang pengelolaan wakaf memang telah ditunjuk 

beberapa orang nazirnya, tetapi dalam kenyataan di lapangan bahwa yang 

proaktif dalam mengurusi dan mengelola harta wakaf ini hanya beberapa orang 

saja. Sehingga dengan itulah salah seorang nazir dapat menggunakan tanah 

wakaf untuk keperluan pribadinya.  

Berikut akan dijelaskan mengenai alasan nazir menggunakan tanah 

wakaf pembangunan masjid dan lapangan parkir untuk membangun sebuah 

ruko: 

a. Tanah wakaf yang digunakan oleh nazir tersebut merupakan tanah wakaf 

yang tidak masuk dalam ukuran tanah wakaf yang ada, karena tanah tersebut 
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merupakan tanah wakaf tambahan yang di berikan oleh persatuan dari kaum 

nazir tersebut
103

. 

 Jadi awal tanah wakaf yang di wakafkan wakif tersebut merupakan 

tanah wakaf untuk pembangunan mushala yang hanya berkisar lebih kurang 

800 Meter, namun dengan giatnya para pengurus mushalla dalam rangka 

pembangunan dengan melihatnya banyaknya masyarakat sekitar shalat 

berjamaah di mushalla tersebut, maka dengan itulah para pengurus berupaya 

menjadikan Mushalla baiturrahman tersebut menjadi Masjid baiturrahman 

sebagaimana yang di ungkapkan olah Bapak Rofii
104

 selaku pengurus dan 

nazir wakaf; 

“Diambil dari dasar pembangunan masjid baiturrahman, wakaf yang pertama 

untuk pembangunan mushallah, antara orang yang punya tanah dengan 

pengurus atau pemuka masyarakat yang dipercayakan, misalnya orang tua 

saya NURDIN  yang pada waktu itu selaku kepala desa. Orang yang punya 

tanah ini mewakafkan tanah nya untuk membangun mushallah, setelah orang 

yang mewakafkan tanah itu meninggal dunia maka oleh anak dan 

kemenakannya pengurus mushallah dikembangkan menjadi masjid dengan 

memperluas pekarangan dan pembangunan masjid, akan tetapi perluasan 

masjid tidak lagi melalui pewakafan tanah, namun tanah tersebut di beli 

kepada ahli waris (yang mewakafkan tanah yang pertama) dengan harga 

yang murah” 

 

 Sampai saat ini luas secara keseluruhan dari tanah wakaf dari semula 

sampai sekarang sudah mencapai lebih kurang 1500 meter dari upaya yang 

dilakukan oleh pengurus masjid. 
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b. Ketika membangun ruko, nazir tersebut memiliki lahan yang kurang ideal 

sehingga mempergunakan tanah wakaf yang kosong tersebut untuk 

mencukupi ukuran bangunan ruko yang sempurna yang di rancang oleh nazir 

di depan tanah wakaf (masjid) tersebut. 

 Ternyata bangunan ini terbentuk dengan sangat mudah di sebabkan 

karena nazir memiliki lahan yang berbatasan lansuang dengan tanah wakaf 

masjid ini dan sekaligus salah satu pengurus masjid tersebut sehingga sangat 

leluasa dalam berupaya membangun bangunan ruko ini dengan membangun 

bangunan ruko tersebut dengan memakai sebagian tanah wakaf masjid yang 

telah di beli oleh masjid kepada orang yang telah memberi lahan tanah 

tersebut. 

 Dengan jiwa yang dimiliki oleh nazir adalah jiwa pedangan, sehingga 

nazir dalam kegiatannya sebagai bagian dari pengurus masjid. Ia berjualan 

atau berdagang di lokasi yang ia bangun tersebut sebagai mana yang di 

ungkapkan oleh seorang nazir.
105

. 

  “pada waktu beliau di angkat menjadi pengurus masjid beliau membuat 

kedai kecil-kecilan di sekitar tanah pekarangan masjid. Lama-lama kedai 

tersebut berkembang dan bertambah besar seperti yang sekarang ini, 

sementara tanah yang di pakai adalah tanah perwakafan masjid.jadi 

masyarakat ya harap maklum melihat nya”. 

 

c. Tanah wakaf yang dipergunakan ini merupakan tanah wakaf yang tidak 

dikelola dengan baik atau di biarkan saja tanpa ada perhatian dari nazir lain. 

“Tanah ini dulu saya pakai untuk membangun tempat jualan kecil-kecilan, 
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lama kelamaan ada rezeki berlebih saya bangun lebih bagus lagi 

bangunannya, awal nya hanya bangunan dari papan saja, karna tanah ini 

kosong makanya saya pergunakan tanah yang kosong ini untuk menambah 

besar kedai. Setiap bulan saya sisihkan dari penghasilan jualan saya ini 

untuk kotak imfak masjid, itu saya anggap sebagai bayar kontrakan kedai 

saya”.  

 Jadi tanah yang digunakan Nazir ini memang  tanah wakaf masjid. 

Namun, meskipun di gunkan oleh nazir tetapi tetap di keluarkan beberapa 

persen dari hasil penjualan hasil ruko tersebut untuk masjid. 

d. Nazir mempergunakan tanah wakaf tersebut karena belum adanya gambaran 

dan upaya pengembangan yang dilakukan oleh pengurus atau nazir yang lain 

terhadap tanah wakaf tersebut. Sehingga dipergunakan oleh nazir untuk 

pembangunan ruko dan itupun tidak ada larangan dan hambatan yang 

dilakukan oleh nazir lain maupun masyarakat sekitar ketika pembangunan 

itu berlansung. 

Kemudian alasan nazir tidak mengelola tanah wakaf  perkuburan yang 

ada di desa Pulau Batu yaitu Karena adanya tanah perkuburan lain yang 

umum digunakan masyarakat setempat, juga masyarakat disekitar tanah 

wakaf tidak memberikan akses jalan menuju tanah perkuburan tersebut. 

Serta aidak adanya antusias masyarakat untuk mempergunakan tanah 

tersebut. Maka dari itu tanah wakaf itu dibiar begitu saja. 
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Kemudian alasan nazir mempergunakan sebahagian tanah wakaf untuk 

menanam sawit adalah karena nazir adalah ahli waris dari wakif, kemudian 

kebun sawit milik pribadi nazir berdekatan dengan tanah wakaf yang 

diwakafkan orangtuanya, melihat tanah perkuburan yang masih kosong 

disekitaran perbatasan antara tanah wakaf dan tanah pribadinya maka nazir 

tersebut menanam beberapa pohon sawit di tanah kosong tersebut.  

  Dari alasan yang dikemukakan oleh nazir, kenapa ia mempergunakan 

tanah wakaf tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang menyebabkan 

nazhir mempergunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadinya. Adapun 

yang menjadi faktor penyebabnya sebagai berikut: 

a. Dalam proses perwakafan di Desa Pulau Batu masih menganut tata cara 

Tradisional. 

 Perwakafan yang dilakukan oleh masayarakat di Pulau Batu selama ini 

masih menurut kebiasaan yang telah lumrah terjadi semenjak nenek 

moyangnya dahulu. Dimana wakaf pada mulanya hanyalah keinginann 

seseorang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan 

dikelola secara individu  tanpa adanya aturan yang pasti. 

 Masyarakat yang ingin mewakafkannya tanahnya untuk pembangunan 

tempat ibadah atau yang lainnya berpatokan kepada ketokohan seseorang  

atau jabatannya di dalam kampung tersebut. Sehingga tidak ada yang 
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berpatokan kepada apakah ia mampu dalam mengelola atau mengurus tanah 

wakaf tersebut atau tidak. 

 Begitulah gambaran bagaimana proses perwakafan yang terjadi 

ditengah masyarakat Pulau Batu, meskipun telah adanya peraturan yang 

mengatur yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004  Tentang Wakaf. Namun kebiasaan yang telah 

mendarah daging dalam pemahaman masyarakat sehingga proses perwakaf 

sepeti ini sangat sukar untuk dirubah oleh masyarakat dan masyarakat juga 

mencari yang termudah dalam berbuat kebaikan ini saja dengan tidak 

disibukkan dengan proses kepengurus perwakafan yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. 

b. Pada umumnya baik nazhir maupun masyarakat belum mengetahui dan 

memahami peraturan tentang wakaf secara baik dan benar. 

 Sebagaimana yang dijelaskan pada proses perwakafan di Pulau Batu, 

bahwa masyarakat masih mengandalkan pengetahuan tata cara perwakafan 

yang disampaikan oleh para ustazd dan wali kampung atau pemahaman dari 

zaman dulu dari nenek moyangnya, yang menyampaikan bagaimana tata 

cara perwakafan. Sedangkan peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah 

seperti halnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak 

beberapa masyarakat yang mengetahuinya. 
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 Jadi, bagaimana akan menjadikan perwakafan yang produktif atau 

dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat terhadap manfaat wakaf 

tersebut,  sedangkan peraturan yang akan menjadikan landasan bagaimana 

tata cara perwakafan yang baik belum di ketahui oleh masyarakat umum 

khususnya para nazir wakaf yang nantinya berkewajiban mengelola dan 

menyalurkan harta benda wakaf tersebut kepada orang yang berhak 

menerima peruntukannya. Bisa terjadinya kesalahan dari nazir dalam 

mengelola dan memperuntukan harta benda wakaf tersebut karena tidak 

adanya pengetahuan nazir terhadap peraturan yang berlaku. 

c. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau BWI terhadap 

peraturan tentang wakaf kepada nazir. 

 Seharusnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan 

tangan Kementerian Agama Pusat di setiap daerah kekuasaannya. Harus 

proaktif dalam memberikan sosialisasi atau pengarahan kepada nazir dan 

masyarakat umum sehingga apa yang di upayakan oleh Kementerian Agama 

Pusat terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat berjalan 

dengan baik dan terkelola dengan terstruktur, sehingga menjadikan 

masyarakat yang sejahtera. Salah satunya dengan memberikan pengetahuan 

dan pembinaan terhadap para nazir atau pengelola harta wakaf tersebut. 

d. Tidak adanya pengawasan dan kurangnya pembinaan terhadap nazir wakaf 

yang dilakukan KUA selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat. 
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 Sebagaimana yang termuat dalam Bab VII Undang-undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa menteri Agama 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf 

untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikut sertakan 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tetap memperhatikan sarana dan 

pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. 

 Pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang 

memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan 

atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan benda wakaf, upaya 

pengawasan benda wakaf dapat lansung dilakukan oleh pihak pemerintah 

dan masyarakat 

 

 Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas dan 

otoriter dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam 

melindungi eksitensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian 

juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan lansung terhadap 

pemanfaatan harta-harta wakaf dapat mengawasi secara lansung terhadap 

jalanya pengelolaan wakaf. 

 Tentu saja pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat 

bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, 

baik lansung maupun tidak lansung terhadap pola pengelolaan dan 

pemanfaatan wakaf itu sendiri . sehingga peran lembaga nazir lebih terbuka 



77 

 

 

 

dalam memberikan laporan terhdapa kondisi dan perkembangan harta wakaf 

yang ada. 

 Dalam melaksanakan tugas pembinaan, menteri dan BWI dapat 

melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan 

internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Ini merupakan suatu hak 

yang harus didapatkan oleh nazir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53; 

Jika semua pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan 

maksimal oleh Menteri Agama yang diwakili oleh Kantor Urusan Agam 

kecamatan setempat dan BWI sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

yang berlaku tentang wakaf sehingga nazir sebagai pengelola benda wakaf 

akan lebih bisa mempertanggung jawabkan kinerja dan tugasnya dalam hal 

pengelolaan dan pengembangkan benda wakaf kepada pemerintah dan 

masyarakat. 

e. Nazir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang aktif dan agresif 

dalam proses pengelolaan sehingga harta wakaf yang di wakafkan  wakif 

tidak jelas batas-batas dan keberadaannya di tengah masyarakat. 

f. Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk menyambung 

kehidupan di atas bumi ini dan mahalnya harga tanah di zaman modren 

sekarang. 

g. Nazir tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI dan KUA secara 

berkala. 
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 Faktor yang paling berpengaruh yang menyebabkan Undang-undang 

belum terealisasi adalah karena belum terjalinya hubungan yang harmonis 

antara nazir yang telah ditunjuk, sehingga terjadinya penyelewengan 

peruntukan harta wakaf yang dilakukan oleh nazir sendiri dan yang menjadi 

penyebab terakhir adalah karena tidak adanya pengawasan atau pembinaan 

yang dilakukan dari Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap harta benda 

wakaf maupun nazir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara 

prefesional dan produktif. 

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan 

Tanah Wakaf Oleh Nazir Di Desa Pulau Batu 

Nazir merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam perwakafan, 

oleh sebab itu keberadaan nazir sangat dibutuhkan untuk mengadministrasikan, 

mengelola, mengembangkan dan melindungi harta benda wakaf serta 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. 

Secara garis besar persyaratan nazir dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf memberikan persyaratan yang lebih ketat kepada seorang 

nazir, tidak hanya berasal dari tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai ataupun 

seorang ulama tetapi juga harus mempunyai kemampuan manajerial. Nazir 

wakaf meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum yang semuanya 

haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI),  

b. Beragama Islam,  

c. Dewasa,  
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d. Amanah,  

e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan  

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Untuk nazir yang berbentuk organisasi ditambahkan haruslah organisasi 

yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau 

keagamaan Islam. Sementara untuk nazir badan hukum haruslah badan hukum 

Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
106

 

Inilah yang masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan ditengah  

masyarakat Desa Pulau Batu, dimana proses perwakafan masih menganut 

kebiasaan yang lama dan penuh dengan kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada 

seorang kiai, ustazd dan wali kampung sehingga banyak terjadi penyimpangan 

terhadap pengelolaan harta wakaf diantara  pemanfaatan tanah wakaf yang 

diserahkan kepada nazir dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Padahal 

harta wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola dengan 

baik dan diperuntukan kepada orang berhak untuk menerimanya sesuai dengan 

syariat islam dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam 

mengelola harta wakaf nazir diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk 

mengelola harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut: 

                                                 
 

106
Pasal 9-10 Undang-Undang No 41 Tahun 2004. tentang Wakaf 
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    Pasal 11 

   Nazhir mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, 

dan peruntukannya. 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang nazir boleh 

mengambil atau memanfaatkan hasil pengelolaan harta wakaf tersebut untuk 

keperluannya semua itu tidak lebih dari 10 persen saja. Hal ini berlaku terhadap 

hasil pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh si nazir tidak tehadap harta 

wakafnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12; 

“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 

dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 parsen”. 

Namun realitanya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 

harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir yang di peruntukan untuk 

pembangunan Masjid ternyata di pergunakan oleh nazir sebagian untuk 

pembangunan ruko, dimana hasil dari ruko tersebut dipergunakan untuk 

keperluan kebutuhan sehari-hari dan penyambung hidup atau sebagai mata 

pencarian si nazir tersebut. 

Ini telah jelas menyalahi dan melanggar aturan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga nazir dapat dijatuhi hukuman pidanan penjara paling lama 3 

(tiga)  tahun atau hukum denda paling tinggi Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus 

Juta Rupiah). Jadi, dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa perbuatan 
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nazir dalam hal menggunakan harta benda wakaf untuk keperluan pribadinya 

jelas melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana 

sebagaimana yang telah diatur dalam  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf ini. 

Menurut penulis hal ini terjadi karena peranan Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) yang berkerjasama dengan Kementerian Agama, selaku lembaga 

independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf yang memiliki tanggungjawab besar dalam memajukan dan 

mengembangkan perwakafan di Indonesia belum maksimal. Seharusnya Badan 

Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, harus serius dalam membina nazir 

agar menjadi nazir yang lebih professional, karena nazhir tidak bisa dipisahkan 

dari sistem perwakafan, yang mana kelestarian dan kelangsungan 

pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf tergantung dari nazhir, 

menurut penulis dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, seharusnya dapat 

meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan wakaf tidak bisa berkembang 

produktif. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan dan melakukan 

pembinaan terhadap nazir wakaf. Pemerintah harus menyelenggarakan 

sejumlah pelatihan dan seminar, tentang pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf kearah produktif. Dengan menerbitkan buku-buku wakaf dan lain 

sebagainya, yang disertai dengan pengawasan-pengawasan terhadap kerja nazir 
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itu sendiri. Sehingga terlihat adanya suatu korelasi antara teori-teori yang ada 

dalam buku-buku, pelatihan ataupun seminar. Dengan realisasi kerja nazir di 

lapangan yang bertujuan untuk menunjang kerja nazir, sehingga profesionalitas 

pengelolaan wakaf dapat diusahakan, dan wakaf produktif yang dicita-citakan 

undang-undang, untuk mensejahterakan masyarakat muslim dapat tercapai.

 Faktor lain yang menyebabkan undang-undang wakaf belum terealisasi adalah 

karena wakaf dikelola oleh orang-orang yang bukan profesional, dan kualitas 

SDM pengelola wakaf yaitu nazir tidak memadai karena rendahnya pendidikan, 

akibatnya harta wakaf tidak berkembang secara maksimal. 
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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

 Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengelolaan 

tanah wakaf oleh nazir ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan tanah wakaf oleh nazir dilihat dari aspek-aspek 

pengadministraian, pengelolaan pengembangan, pengawasan/ 

perlindungan dan pelaporan di desa Pulau Batu yaitu pengadministrasian 

harta benda wakaf belum berjalan dengan baik, , sistem yang dilakukan 

masyarakat masih menganut kepercayaan saja sehingga tidak ada harta 

benda wakaf yang teradministrasi dengan baik. Pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf juga belum maksimal ditandai adanya 

beberapa permasalahan dengan tanah wakaf yang ada, peruntukan harta 

benda wakaf yang tidak berjalan baik, dan bahkan ada tanah wakaf yang 

sama sekali tidak dikelola. Pengawasan dan perlindungan harta benda 

wakaf hanya dilakukan oleh nazir dan masyarakat sedangkan KUA dan 

BWI tidak pernah melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf. 

Pelaporan harta benda wakaf tidak pernah dilaksanakan oleh nazir ke 

KUA setempat sehingga tidak ada harta benda wakaf desa Pulau Batu 

yang terdaftar di KUA Jujuhan Ilir. 

84 
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2. Faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan tanah wakaf 

oleh nazir di Desa Pulau batu yaitu: 

a. Dalam proses perwakafan di Desa Pulau Batu masih menganut tata 

cara Tradisional. 

 Perwakafan yang dilakukan oleh masayarakat di Pulau Batu 

selama ini masih menurut kebiasaan yang telah lumrah terjadi semenjak 

nenek moyangnya dahulu. Dimana wakaf pada mulanya hanyalah 

keinginann seseorang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang 

dimilikinya dan dikelola secara individu  tanpa adanya aturan yang pasti. 

 Masyarakat yang ingin mewakafkannya tanahnya untuk 

pembangunan tempat ibadah atau yang lainnya berpatokan kepada 

ketokohan seseorang  atau jabatannya di dalam kampung tersebut. 

Sehingga tidak ada yang berpatokan kepada apakah ia mampu dalam 

mengelola atau mengurus tanah wakaf tersebut atau tidak. 

b. Pada umumnya baik nazir maupun masyarakat belum mengetahui dan 

memahami peraturan tentang wakaf secara baik dan benar. 

 Sebagaimana yang dijelaskan pada proses perwakafan di Pulau 

Batu, bahwa masyarakat masih mengandalkan pengetahuan tata cara 

perwakafan yang disampaikan oleh para ustazd dan wali kampung atau 

pemahaman dari zaman dulu dari nenek moyangnya, yang menyampaikan 

bagaimana tata cara perwakafan. Sedangkan peraturan yang telah 
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dibentuk oleh pemerintah seperti halnya Undang-undang nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf tidak beberapa masyarakat yang mengetahuinya. 

c. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau BWI terhadap 

peraturan tentang wakaf kepada nazir. 

d. Tidak adanya pengawasan dan kurangnya pembinaan terhadap nazir 

wakaf yang dilakukan KUA selaku perpanjangan tangan dari 

Pemerintah pusat. 

e. Nazir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang aktif dan 

agresif dalam proses pengelolaan sehingga harta wakaf yang di 

wakafkan  wakif tidak jelas batas-batas dan keberadaannya di tengah 

masyarakat. 

f. Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk 

menyambung kehidupan di atas bumi ini dan mahalnya harga tanah di 

zaman modren sekarang. 

3. Tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan 

tanah wakaf di desa Pulau Batu masih banyak terdapat kesalahan dan 

kekeliruan ditengah  masyarakat, dimana proses perwakafan masih 

menganut kebiasaan yang lama dan penuh dengan kepercayaan. Wakaf 

diserahkan kepada seorang kiai, ustazd dan wali kampung sehingga 

banyak terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan harta wakaf diantara  

pemanfaatan tanah wakaf yang diserahkan kepada nazir dipergunakan 

untuk keperluan pribadinya. Padahal harta wakaf yang diserahkan oleh 
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wakif kepada nazir untuk dikelola dengan baik dan diperuntukan kepada 

orang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat islam dan 

peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam mengelola harta 

wakaf nazir diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola 

harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut: 

    Pasal 11 

   Nazhir mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, 

dan peruntukannya. 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang nazir boleh 

mengambil atau memanfaatkan hasil pengelolaan harta wakaf tersebut untuk 

keperluannya semua itu tidak lebih dari 10 persen saja. Hal ini berlaku terhadap 

hasil pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh si nazir tidak tehadap harta 

wakafnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12; 

“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 

dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 parsen”. 

Namun realitanya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 

harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir yang di peruntukan untuk 

pembangunan Masjid ternyata di pergunakan oleh nazir sebagian untuk 

pembangunan ruko, dimana hasil dari ruko tersebut dipergunakan untuk 
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keperluan kebutuhan sehari-hari dan penyambung hidup atau sebagai mata 

pencarian si nazhir tersebut. 

B. SARAN  

 Berdasarkan kenyataan di desa Pulau Batu mengenai hak dan 

kewajiban nazir dalam perwakafan, untuk itu penulis ingin menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Sebaikanya kepada Kantor Urusan Agama mulai saat ini berusaha 

memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan 

perwakafan di wilayah kewenangannya agar lebih baik ke depannya. 

2. Kesadaran dari pihak Kantor Urusan Agama dan pengelolaan benda wakaf 

untuk melaksanakan peraturan mengenai perwakafan sebaiknya 

ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum nasional yang sangat 

mendukung akan keberadaan tanah wakaf.  

3. Hendaknya kepala Kantor Urusan Agama agar memberikan pelatihan dan 

bimbingan kepada para nazir agar benar-benar paham mengenai apa yang 

harus dilakukan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. 

4. Kepada para Nazir dalam melaksanakan kewajibannya, hendaknya 

berpedoman kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal 

ini adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan 

pelaksananya. Sehingga harta benda wakaf yang ada di desa pulau batu  
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dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

dan peruntukannya. 

5. Kepada para ulama diharapkan turut berperan serta membantu dalam 

kegiatan sosialisasi perwakafan. Sosialisasi diharapkan dapat memancing 

kesadaran masyarakat, bahkan peraturan itu bukan saja sebagai kewajiban, 

melainkan juga menjadi kebutuhan. 

6. Kepada warga masyarakat agar menerima dan melaksanakan ketentuan 

pemerintah mengenai wakaf dengan baik untuk kemaslahatan umat. 
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pengawasan terhadap penyelenggara wakaf? 

14. Pernah melaporkan tugas kepada BWI ? 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


